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ABSTRAK 

Pembiayaan bermasalah adalah suatu pembiayaan yang mengalami kesulitan 

pengembalian atau pelunasan akibat adanya faktor-faktor dari sisi nasabah 

ataupun dari sisi lembaga itu sendiri sehingga menimbulkan kerugian. Sedangkan  

murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual 

menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga 

pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya 

laba/keuntungan dalam jumlah tertentu 

Tujuan penelitian ini adalah uintuik menganalisis bagaimana peinyeileisaian 

peimbiayaan beirmasalah pada produik muirabahah di KSPPS BMT Meintari Buimi 

Puirbalingga. untuk mengungkap persoalan tersebut secara menyeluruh dan 

mendalam, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data primer berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Sedangkan data skunder berupa dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi metode, 

sumber, dan teori. Kemudian dianalisis lebih lanjut dan diambil suatu kesimpulan.  

Dari hasil penelitian yang dianalisis oleh penulis bahwa pembiayaan bermasalah 

pada produk murabahah di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga disebabkan 

oleh adanya faktor internal yaitu dari pihak KSPPS BMT Mentari Bumi 

Purbalingga dan faktor eksternal berasal dari pihak anggota/nasabah. Adapun 

penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah yaitu dengan 

pendekatan secara kekeluargaan, pemberian surat peringatan, kunjungan 

pimpinan/direksi, pemanggilan, dan litigasi. 

 

Kata kunci : Pembiayaan Bermasalah, Murabahah, KSPPS BMT Mentari Bumi 

Purbalingga 
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ABSTRACT 

Problematic financing is financing that experiences difficulty in repayment or 

repayment due to factors form the customer’s side or form the institution’s own 

side, resulting in losses. Meanwhile, a murabahah is a sale and purchase 

agreement for certain goods, where the seller clearly states the goods being 

traded, including the purchase price of the goods to the buyer, then he requires a 

profit in a certain amount.   

The aim of this research was to analyze how to resolve financing problems for 

murabahah products at KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga. To reveal this 

problem thoroughly and deeply, the researchers employed qualitative research 

with primary data collection techniques in the form of observation, interviews and 

documentation. Meanwhile, secondary data was in the form of documents related 

to the research object. The data analysis techniques involving data reduction, 

data presentation, and drawing conclusions. Triangulation of methods, sources 

and theories was used to check the data validation. The data processing result 

were explained and concluded.  

The result of the research found that the problematic financing of murabahah 

products at KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga were caused by several 

factors. Internal factors caused from KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga and 

external factors originating from the members/customers. Several actions did to 

solve the financing problems with murabahah products were a family approach, 

giving warning letters, visits from management/directors, summons, and 

litigation. 

 

Keywords: Financing Problems, Murabahah, KSPPS BMT Mentari Bumi 

Purbalingga 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama 

dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan pertama perkoperasian di 

Indonesia adalah Bung Hatta dan sampai saat ini dikenal sebagai bapak 

koperasi indonesia. koperasi simpan pinjam disebut sebagai lembaga 

pembiayaan dikarenakan usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam 

adalah usaha pembiayaan yaitu penghimpunan dana dari anggotanya yang 

kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya 

(Syuhada & Lailaturrohmah, 2022). 

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan 

kegiatan yang usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Sesuai 

dengan peraturan bidang pengawasan kementrian koperasi dan usaha kecil 

menengah Republik Indonesia nomor 09/Per/Dep.6/IV/2016 tentang petunjuk 

teknis pemeriksaan usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah 

(Syuhada & Lailaturrohmah, 2022). Keberadaan KSPPS sangat diperlukan 

sebagai lembaga ekonomi rakyat kecil yang berperan membantu peningkatan 

kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan mengembangkan potensi usaha 

anggota koperasi. 

KSPPS BMT Meintari Buimi meiruipakan salah satui jeinis kopeirasi 

syariah yang meimanfaatkan dana masyarakat yang beiruipa simpanan. 

Keimuidian meinyaluirkan dananya keipada masayarakat dalam beintuik 

peimbiayaan. KSPPS BMT Meintari Buimi didirikan deingan maksuid dapat 

meindorong peimbeirdayaan eikonomi uimat, meimbeirikan peilayanan dan 

meingatasi hambatan opeirasional di daeirah khuisuisnya masyarakat keicil dan 

meineingah. Seibagai leimbaga keiuiangan syariah yang meimpuinyai salah satui 

tuijuian uintuik meingangkat peireikonomian masyarakat produiktif khuisuisnya para 

peinguisaha keicil seirta meimbeirikan alteirnatif deingan simpanan yang halal 

mauipuin beibas riba, maka KSPPS BMT Meintari Buimi meingeiluiarkan produik-
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produik yang meingeideipankan akidah dan beibas dari buinga kareina sisteim dalam 

BMT meingguinakan sisteim bagi hasil. Salah satui jeinis peimbiayaan yang sangat 

diminati oleih anggota KSPPS BMT Meintari Buimi yaitui muirabahah yang 

meiruipakan salah satui produik peimbiayaan yang dijalankan oleih lembaga 

keuangan syariah, yaitui beintuik peimbiayaan deingan meingguinakan skeima juial 

beili suiatui barang pada harga asal deingan tambahan keiuintuingan yang teilah 

diseipakati antara lembaga keuangan deingan anggota (Antonio, 2019). 

Beibeirapa jeinis peimbiayaan lain yang ada pada BMT Meintari Buimi yaitui 

Muidharabah, Muisyarakah (keirjasama modal), ijarah (seiwa barang/jasa). 

Tabel 1. 1 Data Jumlah Anggota 

KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga 

Tahun 
Jumlah Anggota 

Keseluruhan 

Jumlah anggota 

Pembiayaan 

Jumlah Anggota 

Pembiayaan Produk 

Murabahah 

2020 5.908 1214 688 

2021 6.006 1037 604 

2022 6.264 1146 683 

Suimbeir : KSPPS BMT Meintari Buimi Puirbalingga 

BMT Meintari Buimi meimiliki peiran tidak hanya meinyaluirkan dana 

teitapi juiga meinghimpuin dana dari anggota. Teirdapat pada pasal 44 Uindang 

Uindang Nomor 25 Tahuin 1992 teintang peirkopeirasian meinyatakan bahwa 

“kopeirasi dapat meinghimpuin dana dan meinyaluirkannya meilaluii keigiatan 

uisaha simpan pinjam dari dan uintuik anggota dan calon anggota kopeirasi yang 

beirsangkuitan, kopeirasi lain dan ataui anggotanya”. Keiteintuian teirseibuit 

meinjadi dasar dan keikuiatan huikuim bagi kopeirasi uintuik meilaksanakan keigiatan 

uisaha simpan pinjam. 

Sebagai salah satu lembaga pembiayaan yang menyalurkan dana berupa 

produk pembiayaan maka KSPPS BMT Mentari Bumi wajib menjaga dengan 

baik kualitas pembiayaannya. Karena keberlangsungan suatu lembaga 

pembiayaan sangatlah dipengaruhi oleh jumlah pembiayaan yang disalurkan 

dalam satu periode. Artinya, semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, 
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semakin besar juga perolehan keuntungan dari pembiayaan tersebut, karena 

sebagian besar pendapatan lembaga pembiayaan BMT bersumber dari jumlah 

pembiayaan yang disalurkan. 

Menurut Kepmen Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang “petunjuk 

pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah” pembiayaan 

adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan 

antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau 

anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok 

pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan 

pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang 

dibiayai atau penggunaan dana pembiyaan tersebut (Sukmayadi. 2020). 

Menurut (Antonio, 2019) Pembiayaan merupakan salah satu tugas BMT, yaitu 

pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak 

yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat 

dibagi menjadi dua hal berikut: 

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik 

usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. 

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan. 

Pada proseis pembiayaan atau peinyaluiran dana pasti akan dihadapi 

deingan beirbagai risiko ataui masalah, diantara risiko yang dihadapi oleih 

leimbaga keiuiangan adalah risiko peimbiayaan ataui peimbiayaan beirmasalah 

(Lestari & Setiawati, 2018). Peimbiayaan beirmasalah adalah peimbiayaan yang 

meingalami keisuilitan peiluinasan akibat adanya faktor faktor ataui uinsuir 

keiseingajaan ataui kondisi diluiar keimampuian deibituir. Peimbiayaan beirmasalah 

meiruipakan salah satui risiko beisar yang teirdapat dalam duinia peirbankan kareina 

meimbeirikan dampak yang buiruik yaitui salah satuinya adalah tidak teirluinasinya 

peimbiayaan seibagian ataui seiluiruihnya kareina seimakin beisar peimbiayaan 

beirmasalah maka akan beirdampak buiruik teirhadap tingkat keiseihatan likuiiditas 
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bank dan ini beirpeingaruih juiga teirhadap tingkat keipeircayaan anggota yang 

meinitipkan dananya.  

Akan teitapi, pada prakteiknya seiring teirjadi masalah, masalah yang 

seiring timbuil dalam peilaksanaan peirjanjian peimbiayaan adalah dimana 

anggota lalai uintuik meilaksanakan keiwajibannya dalam meimbayar angsuiran 

peimbiayaan. Masalah yang teirjadi di lapangan adalah anggota teirlambat dalam 

meilakuikan peimbayaran angsuiran dan margin yang teilah diteitapkan oleih pihak 

leimbaga. Oleih kareina itui seitiap peimbeirian peimbiayaan dalam praktiknya 

seilalui meiminta anggota yang akan meilakuikan peirjanjian peimbiayaan uintuik 

meimeinuihi seiluiruih peirsyaratan yang teilah diteintuikan agar tidak teirjadi 

peimbiayaan beirmasalah.  

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis, maka telah 

didapat data berupa jumlah anggota pembiayaan bermasalah yang ada di 

KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga khususnya pembiayaan murabahah, 

sebagai berikut: 

Tabel 1. 2 Jumlah Pembiayaan Bermasalah 

KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga 

Tahun 

Jumlah Anggota 

Pembiayaan 

bermasalah 

Jumlah 

pembiayaan 

bermasalah 

Jumlah anggota 

pembiayaan 

bermasalah produk 

murabahah 

Jumlah 

pembiayaan 

bermasalah produk 

murabahah 

2020 178 1.968.612.751 78 711.003.964 

2021 152 1.535.016.481 69 1.146.278.966 

2022 155 1.227.615.614 74 969.846.003 

Suimbeir : KSPPS BMT Meintari Buimi Puirbalingga 

Teirjadinya masalah pada peimbiayaan di BMT diseibabkan beibeirapa 

faktor, baik itui faktor inteirnal mauipuin faktor eiksteirnal. Faktor eiksteirnal 

seibagian beisar kareina banyak anggota pada saat meilakuikan peimbiayaan itui 

seidang beikeirja ataui kondisi peireikonomian cuikuip baik namuin dipeirjalanan 

peimbiayaan anggota teirkeina PHK ataui peindapatan uisahanya seidang meinuiruin 

yang meinjadikan teirjadinya peimbiayaan beirmasalah. Seidangkan faktor inteirnal 
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teirjadi kareina kuirang akuirat dalam meilakuikan analisis peimbiayaan dimana 

proseis analisis yang dilakuikan oleih Accouint Officeir (AO) yaitui deingan 

meinganalisis karakteir nasabah, uisaha nasabah, analisis karakteir deingan 

meingguinakan prinsip 5C beiluim dilakuikan deingan teiliti dan meindalam 

seihingga hasil analisis meinjadi kuirang akuirat. 

Meinuiruit (Djamil, 2014) Keitidaklancaran anggota meimbayar angsuiran 

pokok mauipuin bagi hasil/profit margin peimbiayaan meinyeibabkan adanya 

koleiktabilitas peimbiayaan. Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan oleh 

penulis, maka telah didapat data berupa rekapitulasi outstanding pembiayaan 

murabahah yang ada di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga, sebagai 

berikut: 

Tabel 1. 3 Rekapitulasi Outstanding Pembiayaan Murabahah 

Per Kolektabilitas dan NPF 

KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga 

Keterangan 2020 2021 2022 

Kolektabilitas 1 9.975.618.534 8.856.423.620 9.854.691.443 

Kolektabilitas 2 264.811.100 62.757.000 193.645.500 

Kolektabilitas 3 178.135.041 79.505.300 118.377.700 

Kolektabilitas 4 268.057.823 1.004.016.666 657.822.803 

Total 10.686.622.498 10.002.702.586 10.824.537.446 

NPF 6.65 % 11.46 % 8.96 % 

Suimbeir : KSPPS BMT Meintari Buimi Puirbalingga 

Dari tabeil teirseibuit teirlihat bahwa dalam kuiruin 3 tahuin peimbiayaan 

beirmasalah (NPF) meiningkat dan meinuiruin. KSPPS BMT Meintari Buimi 

Puirbalingga dalam laporan keiuiangannya meinuinjuikan adanya risiko 

peimbiayaan dari tingkat peimbiayaan beirmasalah (NPF) pada tahuin 2021 dan 

2022 seibeisar 11.46% dan 8.96%. angka teirseibuit meinuinjuikan BMT beirada di 

tingkat 4 dalam keiseihatannya. Hal ini seibagaimana keiteintuian dalam analisis 

komponein faktor kuialitas aseit (Asseit Quiality) bahwa kriteiria tingkat keiseihatan 

bank seibagai beirikuit: 
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Tabel 1. 4 Kriteria Tingkat Kesehatan Bank 

Peringkat Kriteria Penilaian NPF Keterangan 

1 NPF < 2% Sangat Seihat 

2 2% ≤ NPF < 5% Seihat  

3 5% ≤ NPF < 8% Cuikuip Seihat 

4 8% ≤ NPF < 12% Kuirang Seihat 

5 NPF >12% Tidak Seihat 

Suimbeir : Bank Indoneisia, www.bi.go.id 

 

Tabeil teirseibuit meingindikasikan uikuiran tingkat peirmasalahan 

peimbiayaan yang dihadapi oleih bank. Seimakin tinggi rasio ini meinuinjuikan 

bank seimakin meinghadapi risiko dari peimbiayaan yang disaluirkan. 

Untuk penanggulangan pembiayaan yang bermasalah ini semestinya 

selain dilakukan melalui upaya yang bersifat preventif, harus dilakukan juga 

upaya-upaya yang bersifat represif. Yang dimaksud dengan upaya yang 

bersifat represif yaitu upaya-upaya penanggulangan yang bersifat 

penyelamatan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah (Non Performing 

Financing) (Djamil, 2012). Sehubungan dengan hal tersebut, KSPPS BMT 

Mentari Bumi Purbalingga bisa terus melakukan pembinaan berkala terhadap 

usaha yang dilakukan oleh nasabah dengan cara mengunjungi secara rutin 

kerumah atau tempat usahanya dan meineiguir seicara inseintif seilama masih ada 

niatan dan keimauian dari anggota uintuik meimbayar. biasanya anggota didaeirah 

seikitar itui seiteilah diteiguir maui dan masih ada keiringanan uintuik meimbayar.  

Setelah hal tersebut dilakukan, namun tetap saja akan ada 

anggota/nasabah yang tidak ada niatan ataui keimauian anggota uintuik meimbayar 

maka akan dibeirikan Suirat Peiringatan (SP) 1 sampai 3. Jika tidak bisa 

meimbayar maka akan ada kunjungan langsung oleh pimpinan/direksi beserta 

kepala divisi pengawasan pembiayaan untuk melihat apa yang menyebabkan 

kemacetan dan potensi usaha apakah masih bisa diselamatkan atau tidak. 

selanjuitnya akan ada pemanggilan dan diberi pilihan apakah penyelesaian 

pembiayaan tersebut akan dilakukan dengan litigasi atau non litigasi dalam hal 

http://www.bi.go.id/
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ini bisa diberi keringanan berupa restrukturisasi pembiayaan dengan ketentuan 

pihak BMT sepakat dengan anggota/nasabah. 

A Wangsawidjaja (2012:448) berpendapat bahwa pengertian 

restruktursasi adalah sebagai berikut: 

“Upaya bank untuk membantu nasabah yang masih prospektif tetap 

dapat menjalankan usahanya, dan dapat menyelesaikan kewajibannya 

pada bank” (Herijanto & Wulandari, 2016). 

Namun, berbeda dengan hal tersebut. Menurut Faturrahman Djamil 

pada bukunya menjelaskan bahwa proses penyelesaian pembiayaan bermasalah 

dengan restrukturisasi yaitu dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling), 

persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). 

Pada KSPPS BMT Mentari Bumi penyelesaian dengan cara restrukturisasi 

hanya menggunakan rescheduling yaitu memberikan perpanjangan jangka 

waktu pembiayaan murabahah yang otomatis jumlah angsuran juga akan 

berubah. Jika tetap tidak bisa membayar angsuran maka akan dilanjutkan 

dengan litigasi di pengadilan agama. 

KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga menjadi objek penelitan dalam 

skripsi ini karena berdasarkan strategi-strategi yang sudah dijelaskan diatas, 

KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga sejauh ini sangat memperhatikan 

anggota/nasabahnya agar terus bisa menyelesaikan tanggungjawabnya. BMT 

tersebut tidak serta melepas tanggungjawab bahkan terhadap anggota/nasabah 

yang perfomanya kurang baik. Namun, berdasarkan data NPF yang ada, dari 

2020-2022 menunjukan angka yang naik dan turun. Ini menandakan bahwa apa 

yang mereka usahakan dengan berbagai strategi yang ada belum bisa 

meminimalisir pembiayaan yang bermasalah. 

Meilihat kondisi feinomeina yang teirdapat pada peimbiayaan beirmasalah 

teiruitama pada produik muirabahah di KSPPS BMT Meintari Buimi Puirbalingga 

diatas maka peinuilis teirtarik uintuik meilakuikan peineilitian teintang “Analisis 

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di 

KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga”.  
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B. Rumusan Masalah 

Beirdasarkan peimaparan latar beilakang diatas, maka ruimuisan masalah dalam 

peineilitian ini adalah “Bagaimana KSPPS BMT Meintari Buimi Puirbalingga 

dalam Peinyeileisaian Peimbiayaan Beirmasalah Pada Produik Muirabahah?” 

C. Tujuan dan Manfaat 

Beirdasarkan ruimuisan masalah yang suidah dipaparkan diatas, maka 

tuijuian dari peineilitian ini adalah uintuik menganalisis bagaimana Peinyeileisaian 

Peimbiayaan Beirmasalah Pada Produik Muirabahah Di KSPPS BMT Meintari 

Buimi Puirbalingga. 

Adapuin peineilitian ini diharapkan meimiliki manfaat diantaranya yaitui : 

1. Manfaat teioritis 

Peineilitian ini diharapkan dapat meinjadi acuian, meimpeirluias, dan 

meingeimbangkan peingeitahuian seicara teioritis teintang Peinyeileisaian 

Peimbiayaan Beirmasalah Pada Produik Muirabahah seirta meimbeirikan 

tambahan informasi keipada peimbaca dan bahan ruijuikan peineilitian yang 

akan meingeimbangkan peineilitian seijeinis. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peinuilis 

Hasil peineilitian ini seibagai salah satui sarana peindeikatan teirhadap 

peineirapan teiori yang peirnah dipeiroleih seilama kuiliah dalam praktiknya di 

lapangan seirta uintuik meinambah peingalaman dan wawasan teintang 

mateiri peirbankan teiruitama meingeinai peimbiayaan akad muirabahah, dan 

peinyeileisaian peimbiayaan beirmasalah.  

b. Bagi akadeimis 

Meinduikuing peilaksana program wacana keiilmuian yaitui peindidikan, 

peineilitian, dan peingabdian teirhadap masyarakat, seirta meinjadi suimbeir 

ilmui peingeitahuian dan ruijuikan bagi peineilitian seilanjuitnya meingeinai 

peimbiayaan beirmasalah pada leimbaga keiuiangan syariah. 

c. Bagi leimbaga kopeirasi 
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Deingan adanya peineilitian ini diharapkan bisa meinjadi suimbangan saran 

peimikiran dan informasi uintuik meimbantui pihak kopeirasi dalam 

meimeicahkan suiatui masalah yang beirkaitan deingan peineilitian ini. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian puistaka bagi seiorang peineiliti sangat peinting dalam meincari 

teimpat uintuik beirpijak yang kokoh seihingga acuian acuian yang diguinakan 

dalam peineilitian seisuiai deingan bidang yang heindak dikaji. Seiteilah meingamati 

beibrapa peineilitian, peinuilis meindapatkan hasil peineilitian yang meimiliki titik 

keiteirkaitan teima deingan juiduil yang teilah diangkat dalam peineilitian ini. 

Beibeirap reifeireinsi yang teilah ada dan beirkaitan deingan peineilitian yang di 

angkat adalah : 

Tabel 1. 5 Perbedaan dengan penelitian terdahulu 

No. Peneliti dan 

Judul 

Hasil penelitian Persamaan  Perbedaan 

1. Arky Nafisa 

Beiladieina, dkk. 

2021 “Analisis 

Nilai-Nilai Eitika 

Bisnis Islam 

Teirhadap 

Strateigi 

Peinanganan 

Peimbiayaan 

Beirmasalah pada 

Produik Akad 

Muirabahah.” 

strateigi peinanganan 

peimbiayaan 

beirmasalah produik 

akad muirabahah di 

BMT Itqan dan BMT 

Tuimang meimiliki 

peirsamaan 

meineirapkan strateigi 

eikseikuisi jaminan 

peimbiayaan, 

peirbeidaannya BMT 

ItQan meingguinakan 

deibt colleictor dan 

BMT Tuimang 

meingguinakan teiknik 

peindeikatan peirsonal. 

Meimbahas 

peimbiayaan 

beirmasalah 

pada akad 

muirabahah, 

peineiliti leibih 

fokuis kei 

penyelesaian 

yang dilakuikan 

oleih BMT 

dalam 

meinangani 

peimbiayaan 

beirmasalah 

2. Nuir Meilinda 

Leistari Dan 

Seitiawati. 2018. 

“Strateigi 

Peinyeileisaian 

Peimbiayaan 

Beirmasalah 

Pada Akad 

Muidharabah Di 

Bank Muiamalat 

dalam meiminimalisir 

peimbiayaan yaitui 

deingan cara 

meimonitoring aktif 

dan meimonitoring 

pasif. Strateigi Bank 

Muiamalat Indoneisia 

dalam 

Meimbahas 

teintang 

peimbiayaan 

beirmasalah 

teirleitak pada 

akad 

peimbiayaan dan 

obyeik 

peineilitian 
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Bank Muiamalat 

Indoneisia Seirta 

Peingaruihnya 

Teirhadap 

Peinuiruinan 

Tingkat Non 

Peirforming 

Financing (Npf) 

Bank Muiamalat 

Indoneisia 

meinyeileisaiakan 

Peimbiayaan 

Muidharabah 

beirmasalah tapi 

masih meimpuinyai 

itikad baik adalah 

deingan cara 

Reivitalisasi Proseis. 

Teirmasuik deingan 

reischeiduiling, 

reiconditioning dan 

bantuian manageimein. 

3. Gama Pratama, 

Nuir Haida, 

Suikma 

Nuirwuilan. 2021 

“Strateigi 

Peinanganan 

Peimbiayaan 

Beirmasalah Pada 

produik Bank 

Syariah (Stuidi 

kasuis di BSI 

KCP Cireibon 

Pleireid 2)” 

Strateigi peinanganan 

peimbiayaan 

beirmasalah pada 

produik konsuimeir 

yang dilakuikan BSI 

KCP Cireibon Pleireid 

2 deingan cara 

meimpeirkuiat SDM 

peiruisahaan, 

peimbinaan keipada 

nasabah deingan cara 

meinghuibuingi meilaluii 

panggilan teileipon, 

meinguinjuingi teimpat 

tinggal, meimbeirikan 

suirat peiringatan dan 

muisyawarah, strateigi 

reistruiktuirisasi 

peimbiayaan dan 

strateigi peinanganan 

teirakhir deingan 

meilakuikan peinjuialan 

aseit ataui aguinan 

nasabah. 

Meimbahas 

teintang 

peimbiayaan 

beirmasalah 

uintuik peineilitian 

ini seicara 

keiseiluiruihan 

meinjeilaskan 

strateigi 

peimbiayaan 

seidangkan 

peineiliti leibih 

fokuis keipada 

cara 

penyelesaian 

yang dilakukan 

oleh BMT. 

4. Yuinanda Deila 

dan Tuiti 

Anggraini. 2021. 

“Reistruiktuirisasi 

Peimbiayaan di 

masa Pandeimi 

Covid 19 pada 

PT Bank Suimuit 

KCP Syariah 

Kisaran” 

Tahapan 

reistruiktuirisasi di 

Bank Suimuit KCP 

syariah kisaran 

dimuiai dari 

reischeiduiling, 

reiconditioning, dan 

reistruictuiring 

seihingga keibeirhasilan 

reistruiktuirisasi dapat 

Meimbahas 

meingeinai 

reistruiktuirisasi 

dimuilai dari 

reischeiduiling, 

reiconditioning, 

dan 

reistruictuiring 

Peirbeidaan 

teirleitak pada 

teimpat 

peineilitian dan 

peirmasalahan 

yang diteiliti 
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beirpeingaruih pada 

ROA dan keiuintuingan 

ataui profitabilitas 

Bank suimuit KCP 

syariah kisaran 

5. Azharsyah 

Ibrahim dan 

Arinal Rahmati. 

2017. “ Analisis 

Soluitif 

Peinyeileisaian 

Peimbiayaan 

Beirmasalah di 

Bank Syariah: 

kajian pada 

produik 

Muirabahah di 

Bank Muiamalat 

Indoneisia Banda 

Aceih” 

Ada tiga faktor 

peinyeibab teirjadinya 

peimbiayaan 

beirmasalah yaitui 

faktor nasabah, faktor 

inteirnal bank dan 

faktor fiktif. 

Keibijakan uintuik 

meingatasi 

peimbiayaan 

beirmasalah yaitui 

meilaluii OTS, 

peinagihan, somasi, 

reistruiktuirisasi, 

peinjuialan jaminan, 

adanya peineitapan 

deinda seirta 

dibeintuiknya tim 

khuisuis uintuik 

meinangani 

peimbiayaan 

beirmasalah. 

Meimbahas 

meingeinai 

peimbiayaan 

beirmasalah 

pada akad 

muirabahah 

Peirbeidaan 

teirleitak pada 

teimpat 

peineilitian  

E. Sistematika Pembahasan 

Teiknik analisis data meiruipakan langkah seilanjuitnya yang haruis 

dilakuikan seiteilah meimpeiroleih data dari lapangan. Analisis data meiruipakan 

keigiatan peingeilompokan, peineilaahan, peinafsiran, sisteimisasi, dan proseis 

veirifikasi agar data meimiliki nilai akadeimis dan ilmiah. Analisis data dalam 

peineilitian ini meingguinakan meitodei kuialitatif deiskriptif 

BAB I Pendahuluan, teirdiri dari suib bab seibagai beirikuit : Latar 

Beilakang Masalah, Ruimuisan Masalah, Tuijuian dan Manfaat Peineilitian, kajian 

Puistaka, , dan Sisteimtika Peimbahasan. 

BAB II Landasan teori, pada bab ini teirdiri dari peinjeilasan teirkait 

deingan KSPPS, peimbiayaan, produk muirabahah, pembiayaan bermasalah, 

peinyeileisaian peimbiayaan beirmasalah, landasan teologis. 
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BAB III metode Penelitian, bab ini beirisi teirkait deingan jeinis 

peineilitian, teimpat dan waktui peineilitian suimbeir data, teiknik peinguimpuilan data, 

teiknik analisis data, dan Teiknik Peimeiriksaan Keiabsahan Data. 

BAB IV Pembahasan, pada bab ini beirisi teintang hasil peineilitian yang 

teirdiri dari peinyajian data yang dipeiroleih dan dioleih deingan seideimikian ruipa 

uintuik meineimuikan hasil peineilitian. 

BAB V Penutup, teirdiri dari keisimpuilan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Stewardship  

Teori stewardship didasarkan pada teori psikologi dan sosiologi yang 

asalnya dari pemikiran akuntansi manajemen, yakni steward didorong agar 

mempunyai perilaku yang sama dengan keinginan principal. Teori ini 

menjelaskan bahwa tindakan manajer didasarkan pada kepentingan 

bersama. Apabila terdapat perbedaan kepentingan antara steward dan 

principal, maka steward berupaya untuk melakukan kerjasama karena 

bertindak seperti perilaku principal dan menjadikan keinginan bersama 

sebagai dasar untuk mempertimbangkan dengan rasional untuk mencapai 

tujuan bersama. Hal terpenting dari teori ini yaitu tujuan manajemen selaras 

dengan keinginan principal, tapi bukan berarti steward tidak mempunyai 

kebutuhan  (Raharjo, 2007). 

Stewardship theory dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat 

manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu 

bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran 

terhadap pihak lain. Menurut Donaldson dan Davis. Teori stewardship 

adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer akan 

berperilaku sesuai kepentingan bersama. Teori ini didesain bagi para 

peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan 

sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik 

sesuai prinsipnya. 

Teori ini digunakan karena teori ini melihat bahwa antara pihak 

BMT sebagai pemilik dana dengan pengelola dana dibutuhkan rasa saling 

percaya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, yakni 

meningkatkan kesejahteraan hidup. Pemilik dana (BMT) memercayakan 

pihak yang mengelola dana untuk mengolah dana pada suatu kegiatan yang 

menghasilkan keuntungan. Dilain pihak pengelola dana harus mempunyai 
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sifat yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab, sehingga terjalin 

hubungan yang harmonis dan pihak BMT akan termotivasi untuk 

melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan disalurkan kembali 

dalam bentuk Pembiayaan murabahah.  

 

B. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 

1. Pengertian KSPPS 

Koperasi berasal dari kata cooperation yang artinya kerja sama. 

Sementara itu, menurut istilah koperasi merupakan afiliasi yang dibentuk 

oleh partisipasi individu atau anggota yang berfungsi untuk mencukupi 

kebutuhan para anggotanya dengan biaya yang cukup rendah dn bertujuan 

meningkatkan kemakmuran bersama. Dalam UU No. 25 Tahun 1992 

Pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan perorangan 

atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berlandaskan pada prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas 

asas kekeluargaan (Syukri Iska da Rizal. 2005). 

Menurut peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal (1) 

terkait implementasi pembiayaan syariah dan usaha simpan pinjam dari 

koperasi yang dimaksud Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 

(KSPPS) sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) 

yaitu koperasi dimana aktivitas usahannya meliputi pinjaman, simpanan dan 

pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syariah yang mana terkait dengan 

pengelolaan zakat, infak, shodaqoh dan wakaf. KSPPS terlahir dari Baitul 

Maal Wa Tamwil (BMT). Baitul Maal Wa Tamwil merupakan suatu 

lembaga yang mempunyai dua istilah yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. 

Baitul Maal lebih mengarah pada usaha usaha pengumpulan dan penyaluran 

dana yang nonprofit seperti Zakat, Infak, dan Shodaqoh. Adapun Baitul 

Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Jadi 

koperasi syariah/KJKS/KSPPS merupakan lembaga yang termasuk baitul 

Tamwil (Sukmayadi. 2020). 
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Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 

merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas 

Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya 

menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (Tamwil) dan disisi 

yang lain melakukan fungsi sosial yaitu menghimpun, mengelola dan 

menyalurkan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf). Dana ZIS 

dalam penghimpunan dan pendayagunaan dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan charity (sosialitas), namun demikian sebagai KSPPS 

menyalurkan dan mendayagunakannya lebih ke arah pemberdayaan, 

khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sementara itu khusus untuk 

wakaf uang, dalam penghimpunan bersifat sosial namun pengelolaan dan 

pengembangannya harus dalam bentuk “komersial” karena ada amanah 

wakif (pemberi wakaf) untuk memberikan manfaat hasil wakaf untuk 

diberikan kepada maukufalaih (penerima manfaat) (Sukmayadi. 2020). 

Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat 

dilaksanakan oleh KSPPS dan USPPS Koperasi. KSPPS dapat berbentuk 

primer maupun sekunder. KSPPS primer adalah koperasi yang didirikan 

oleh dan beranggotakan orang seorang, sedangkan KSPPS sekunder adalah 

koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan KSPPS. Usaha simpan 

pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki visi, misi dan tujuan yang 

diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan anggota sehingga 

tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh (Pratiwi. 2021). 

 

2. Landasan Hukum KSPPS 

Dasar hukum berdirinya KSPPS yaitu Dengan berlakunya Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa 

implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro 

juga memerlukan penyesuaian nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi 
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dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikas ini 

kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015 

Bidang Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM Nomor 16 

Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh 

Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan 

UKM Nomor 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha 

Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama 

KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS (Sukmayadi. 2020). 

Dalam Undang-Undang Nomor 255 tahun 1992 tentang pokok 

pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai 

berikut: 

a. Landasan idiil. Sesuai dengan bab II Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1992, landasan Idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila. 

b. Landasan struktural, Undang-Undang dasar 1945. 

c. Landasan Koperasi menurut Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 208: 

 

ن  ۚ إ نَّه ۥ 
ت  ٱلشَّيْط َٰ ط و َٰ لَ  ت تَّب ع وا۟ خ  لْم  ك آَٰفَّةً و  ل وا۟ ف ى ٱلسّ  ن وا۟ ٱدْخ  ام  ين  ء  ا ٱلَّذ  أ يُّه 

َٰٓ ي َٰ

ب ين   د وٌّ مُّ  ل ك مْ ع 

“hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam islam 

keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. 

Sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagimu.” 

 

Asas koperasi berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1992 ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan (Syukri 

Iska da Rizal. 2005). 

 

3. Tujuan dan Fungsi KSPPS 

Berdasarkan keterangan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 

KSPPS bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada terutama 

dan masyarakat pada lazimnya serta ikut membina tatanan perekonomian 

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan makmur 

menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
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Tujuan KSPPS ialah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan 

masyarakat dan ikut serta dalam membina perekonomian indonesia menurut 

prinsip prinsip islam. Tujuan Koperasi ditemukan dalam pasal (3) Undang-

Undang Nomor 25 tahun 1992 yang berbunyi “Koperasi bertujuan untuk 

memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam 

rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. 

Berdasarkan pasal di atas maka tujuan koperasi pada garis besar 

meliputi 3 hal yaitu: 

a. Memajukan kesejahteraan anggota. 

b. Memajukan kesejahteraan masyarakat. 

c. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional. 

Fungsi KSPPS adalah sebagai berikut: 

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada 

khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan 

kesejahteraan sosial ekonominya. 

b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih 

amanah, profesional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (Istiqomah) 

didalam menerapkan prinsip prinsip ekonomi islam dan prinsip prinsip 

syariah islam. 

c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 

nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan 

dan demokrasi ekonomi. 

d. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja. 

e. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunaan dana, 

sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta. 

f. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu 

bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif. 

g. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja. 

h. Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota. 
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C. Pembiayaan 

1. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan dalam artian luas berarti Financing, yaitu pendanaan 

yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. 

Dengan kata lain pembiayaan adlah pendanaan yang dilakukan untuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2016). 

Pembiayaan adalah pemberian kepercayaan maka dari itu pemberi harus 

yakin kepada orang yang diberi pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat 

yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. 

Pengertian lain dari pembiayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang 

Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan pada pasal (1) ayat 12 yaitu : 

“pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil.”  

Sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan menurut Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal (1) ayat 25 tentang perbankan syariah 

adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 

berupa: 

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 

b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT). 

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan 

isthisna. 

d. Transaksi pinjam meminjam dalam piutang Qardh. 

e. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. 
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Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau 

UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi 

fasilitas dana untuk mengembalikan dna tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Djamil, 

2014). 

  Istilah pembiayaan pada intinya berarti I belived, I trust, saya 

percaya, saya menaruh kepercayaan, berarti pembiayaan yang diberikan 

oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah sudah menaruh kepercayaan 

kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan dan dana 

tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan disertai dengan ikatan dan 

syarat syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak 

(Maisarah, 2022). 

 

2. Analisis Kelayakan Pembiayaan 

Analisis pembiayaan adalah kegiatan menelaah aspek aspek penting 

dan patut diketahui dari anggota/nasabah yang akan dibiayai oleh 

bank/lembaga keuangan. Dalam menilai kesanggupan dn kemampuan dalam 

membayar calon anggota/nasabah pembiayaan, bank/lembaga keuangan 

harus memperhatikan Character, Capacity, Capital, Collateran, Condition, 

dan Sharia Compliant atau rumus 5C+1S yaitu: 

a. Character (karakter) 

Artinya sifat atau karakter pengambil pinjaman. Analisis ini bertujuan 

untuk mengetahui pertama apakah calon anggota memiliki keinginan 

untuk memenuhi komitmen mengembalikan dana yang telah diperoleh 

sampai lunas, kedua apakah calon anggota memiliki reputasi yang tidak 

baik dalam hubungannya dengan masyarakat, rekan bisnis dan bank. 

Ketiga apakah calon anggota memiliki banyak tunggakan atau telat 

bayar. 

b. Capacity (kemampuan) 

Artinya kemampuan untuk menjalankan usaha dan mengembalikan 

pinjaman yang diambil. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui 
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kemampuan keuangan calon anggota dalam memenuhi komitmennya 

sesuai jangka waktu pembiayaan yang telah ditentukan seperti apakah 

calon anggota tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan 

sebelumnya atau tidak. Kemampuan keuangan calon anggota sangat 

penting karena menjadi sumber utama pembayaran. 

c. Capital (Modal) 

Artinya yaitu besarnya modal yang perlu disertakan dalam objek 

pembiayaan. Semakin menonjol modal yang di klaim dan dimasukan 

oleh calon anggota dalam objek pembiayaan maka akan semakin 

meyakinkan bagi lembaga atas keseriusan calon anggota dalam 

mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali. 

d. Collateral (jaminan) 

Artinya jaminan yang diberikan oleh calon anggota atas pembiayaan 

yang diajukan. Jaminan merupakan sumber pembayaran kedua apabila 

anggota tidak dapat membayar angsurannya, maka lembaga dapat 

melakukan penjualan jaminan yang kemudian hasil penjualan tersebut 

digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi 

pembiayaannya. 

e. Condition (kondisi) 

Artinya analisis terhadap kondisi perekonomian. Lembaga perlu 

mempertimbangkan sektor usaha dari calon anggota yang kemudian 

dihubungkan dengan kondisi ekonomi. Lembaga harus melaksanakan 

analisis dampak kondisi ekonomi terhadap calon anggota dimasa yang 

akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap 

usaha calon anggota. 

f. Shariah Compliance (kepatuhan syariah) 

Artinya indikator kepatuhan syariah dapat ditelusuri dari objek usaha 

calon anggota/nasabah yang akan dibiayai adalah sesuai syariah, 

misalnya tidak membiayai usaha yang bergerak dibidang minuman keras, 

judi, prostitusi dan lain sebagainya. 
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3. Tujuan pembiayaan 

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk 

meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan 

nilai nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-

banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan 

perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi 

dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dalam negeri maupun ekspor (Nasution, 2018). 

Menurut Muhammad (2016) secara umum tujuan pembiayaan 

dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat 

makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro 

pembiayaan bertujuan untuk: 

a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses 

secara ekonomi dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan 

akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya. 

b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk 

mengembangkan usaha harus ada dana tambahan, dana tambahan ini 

dapat diperoleh dengan pembiayaan. Pihak yang surplus dapat 

menyalurkan kepada pihak yang minus sehingga dapat tergulirkan. 

c. Meningkatkan produktivitas, artinya: dengan adanya pembiayaan dapat 

memberikan peluang bagi usaha masyarakat dan mampu meningkatkan 

daya produksinya 

d. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor 

usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut 

akan dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat menambah atau 

membuka lapangan kerja baru. 

Adapun secara mikro pembiayaan bertujuan untuk: 

a. Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap pengusaha menginginkan 

mampu mencapai laba maksimal, untuk dapat menghasilkan laba 

maksimal maka mereka membutuhkan dukungan dana yang cukup. 
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b. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan dapat 

menghasilkan laba maksimal maka pengusaha harus meminimalkan 

risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat 

diperoleh melalui tindakan pembiayaan. 

c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya: jika sumber daya alam dan 

sumber daya ekonomi ada, akan tetapi sumber daya modal tidak ada 

maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan 

pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber daya ekonomi. 

 

4. Fungsi Pembiayaan 

Keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan 

meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan 

lingkungan bisnis yang aman, diantaranya: 

a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan 

sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. 

b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional 

karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank 

konvensional. 

c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh 

rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang 

dilakukan (Nasution, 2018). 

Menurut Muhammad (2016) pembiayaan secara umum memiliki 

fungsi sebagai berikut: 

a. Meningkatkan daya guna uang 

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan 

dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan 

kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktifitas. 

Dimana para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk 

memperluas atau meningkatkan sebuah usahanya, baik untuk 
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peningkatan produksi, perdagangan maupun meningkatkan usaha secara 

menyeluruh.  

b. Meningkatkan daya guna barang 

Pembiayaan juga meningkatkan daya guna barang dan produsen dengan 

bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat 

dimana kegunaannya kurang ketempat yang lebih bermanfaat.  

c. Meningkatkan peredaran uang 

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha 

menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti 

cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya. Melalui pembiayaan 

peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena 

pembiayaan menciptakan semangat berusaha sehingga penggunaan uang 

akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif. 

d. Menimbulkan semangat usaha 

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi 

yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai 

dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan 

usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya 

yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. 

Oleh karena itu, maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank 

untuk memperoleh bantuan permodalan guna meningkatkan usahanya.  

e. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional 

Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional 

semakin meningkatnya suatu pembiayaan, maka akan menjadi 

peningkatan usaha. Apabila sebuah usaha tersebut meningkat, maka 

pajak yang dikeluarkan akan meningkat pula. Secara tidak langsung 

dapat meningkatkan pendapatan nasional.  

 

5. Jenis-Jenis Pembiayaan 

Menurut Ismail (2011) jenis jenis pembiayaan pada dasarnya dapat 

dikelompokan menjadi beberapa aspek antara lain: 
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a. Pembiayaan menurut tujuan 

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua jenis 

yaitu: 

1) Pembiayaan modal kerja 

yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal 

dalam rangka pengembangan usaha. Pembiayaan modal kerja ini 

diberikan dalam jangka pendek yaitu satu tahun. Kebutuhan yang 

dibiayai antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian 

barang-barang dagang, dan kebutuhan dan lain yang sifatnya hanya 

digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan 

untuk menutup piutang perusahaan. 

2) Pembiayaan investasi 

yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau 

pengadaan barang konsumtif. 

b. Pembiayaan menurut jangka waktu 

Dilihat dari jangka waktu, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu: 

1) Pembiayaan jangka waktu pendek 

Pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 

tahun. biasanya diberikan untuk membiayai modal kerja perusahaan 

yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun dan pengembaliannya 

disesuaikan dengan kemampuan nasabah. 

2) Pembiayaan jangka waktu menengah 

Pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 

tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan 

modal kerja, investasi dan konsumsi. 

3) Pembiayaan jangka waktu panjang 

Pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun. 

Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan 

investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, 

pengadaan mesin dan peralatan yang nominalnya besar serta 
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pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan 

untuk membeli rumah. 

c. Pembiayaan menurut sektor usaha 

Dilihat dari sektor usaha, pembiayaan dibagi menjadi lima jenis yaitu: 

1) Sektor industri 

Pembiayaan untuk sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan 

baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang 

lain yang memiliki nilai tinggi, contohnya industri elektronik, 

pertambangan, kimia dan tekstil. 

2) Sektor perdagangan 

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam 

bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan besar 

dengan tujuan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha 

perdagangan, misalnya untuk memperbesar jumlah penjualan atau 

memperbesar pasar. 

3) Sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan 

Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor 

pertanian, perkebunan, dan peternakan serta perikanan. 

4) Sektor jasa 

Terdapat beberapa jenis sektor usaha yang diberikan pembiayaan oleh 

bank yaitu jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan, 

pembiayaan untuk profesi, pengacara, dokter, insinyur, dan akuntan. 

5) Sektor perumahan 

Pembiayaan ini diberikan kepada mitra usaha yang bergerak di bidang 

pembangunan perumahan yaitu dalam bentuk pembiayaan konstruksi. 

d. Pembiayaan menurut jaminan 

Dilihat dari jaminan, pembiayaan dibagi menjadi dua jenis yaitu : 

1) Pembiayaan dengan jaminan 

Jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang 

cukup. Jenis jaminannya yaitu jaminan perorangan, jaminan benda 

bergerak, dan jaminan benda tidak bergerak. 
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2) Pembiayaan tanpa jaminan 

Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya 

jaminan karena diberikan atas dasar kepercayaan. 

e. Pembiayaan menurut jumlah 

Dilihat dari jumlahnya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu: 

1) Pembiayaan retail 

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau 

pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Jumlah pembiayaan yang 

dapat diberikan hingga Rp350.000.000. Pembiayaan ini dapat 

diberikan dengan tujuan konsumsi, investasi kecil, dan pembiayaan 

modal kerja. 

2) Pembiayaan menengah 

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha pada level menengah 

dengan Batasan antra Rp350.000.000 hingga Rp5.000.000.000. 

3) Pembiayaan korporasi 

Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal 

yang besar dan diperuntukkan kepada nasabah besar (korporasi) 

dengan jumlah pembiayaan lebih dari Rp5.000.000.000. 

 

D. Murabahah 

1. Pengertian Murabahah 

Secara bahasa, kata Murabahah berasal dari kata Arab rabaha, 

yurabihu, murabahatan, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti 

ungkapan “tijaratun rabihun, wa baa’u asy-syai murabahahan” artinya 

perdagangan yang menguntungkan. Dan menjual sesuatu barang yang 

memberi keuntungan. Kata murabahah juga berasal dari kata ribhun atau 

rubhun yang berarti tumbuh, berkembang dan bertambah. Murabahah 

dalam kajian fiqh klasik diartikan sebagai akad pembelian yang terdiri atas 

harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu yang harga jualnya disetujui 

oleh pembeli ( (Furwati, Lestari, Mustaqim, & Solikhin, 2023). 
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Secara istilah, menurut para ahli hukum Islam, (fuquha), pengertian 

murabahah adalah “al-bai bira ‘sil maal waribhun ma’lum” artinya jual beli 

dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui. Ibnu Jazi 

menggambarkan enis transaksi ini “penjual barang memberitahukan kepada 

pembeli barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut”. 

Para fuqaha mensifati murabahah sebagai bentuk jual beli atas dasar 

kepercayaan (dhaman buyu’ al-amanah). Hal ini mengingat penjual percaya 

kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga barang 

pokok yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli (Fani, 

2019). 

Murabahah berasal dari perkataan “Ribh” yang berarti pertambahan. 

Secara pengertian umum diartikan sebagai suatu penjualan barang seharga 

barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Misalnya 

seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan 

keuntungan tertentu. Dalam ungkapan lain, ibn Rushd mengartikan 

murabahah sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati (Iska, 2012). 

Menurut antonio (2019) murabahah adalah jual beli barang pada 

harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam Bai’ 

Murabahah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan 

menentukan tingkat keuntungan yang didapatkan. Bai’ Murabahah dapat 

dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biaya disebut sebagai 

Murabahah kepada pemesan pembelian (KPP). Dalam kitab Al-Umm, Imam 

Syafi’i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah Al-Aamir Bisy-Syira.  

Paragraf 5 PSAK Nomor 102 Akuntansi murabahah mendefinisikan 

murabahah sebagai akad jual beli barang sebesar biaya perolehan ditambah 

keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya 

perolehan barang tersebut kepada pembeli. Bank Indonesia mendefinisikan 

murabahah, khususnya dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/7 

PBI/2003 tentang kualitas aktiva produktif bagi bank syariah menyatakan 

bahwa murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, 
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dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan 

kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga 

yang diperoleh ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara bank 

syariah dengan nasabah. PBI ini memberikan definisi tentang murabahah 

sebagai transaksi jual beli (Maisarah, 2022). 

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana 

penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk 

harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya 

laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. Murabahah dapat dilakukan 

berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan 

pesanan, BMT melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari 

anggota, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat anggota untuk 

membeli barang yang dipesannya (BMT dapat meminta uang muka 

pembelian pada anggota). Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi 

murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), 

melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang 

ditangguhkan dengan cara membayarkan sekaligus di kemudian hari 

(Muhammad, 2016). 

 

2. Landasan Hukum Murabahah 

a. Al-Qur’an 

Al-Qur’an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW yang berfungsi sebagai sumber utama hukum islam, 

landasan jual beli dihalalkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat An-

Nisa ayat 29 yaitu:  

 

ةً ع نْ  ار  ل  إ لََّ أ نْ ت ك ون  ت ج  ال ك مْ ب يْن ك مْ ب الْب اط  ن وا لَ  ت أكْ ل وا أ مْو  ين  آم  ا الَّذ  ي ا أ يُّه 

لَ  ت قْت ل وا أ نْف س ك مْ ۚ  نْك مْ ۚ و  اضٍ م  يمًات ر  ح  إ نَّ اللََّّ  ك ان  ب ك مْ ر   

“Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka 
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diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” 

 

Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 275: 

 

وا ..... بَٰ م  الرّ  رَّ ح  لَّ اللَّه  الۡب يۡع  و  ا ح   ..... و 

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..” 

 

Maksud dari ayat diatas adalah dalam agama dilarang melakukan 

transaksi dengan jalan yang haram seperti riba dan hendaklah 

memperoleh harta dengan perniagaan (perdagangan) yang berlaku 

berdasarkan kerelaan hati masing-masing maka hal ini diperbolehkan 

dalam Islam. Serta tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama 

yang menyebabkan kecelakaan (musibah) untuk memperolehnya, maka 

dilarang-Nya untuk berbuat demikian. Ayat diatas mengajarkan untuk 

melakukan transaksi dengan jalan perdagangan yang dihalalkan dan tidak 

melakukan riba. 

b. Hadits 

Hadits merupakan segala perkataan, perbuatan, dan taqrir Nabi 

yang bersangkutan dengan hukum (Ash Shiddieqy, 2009). Berikut 

beberapa hadits Nabi yang mendukung keabsahan murabahah yaitu: 

 

ك ة : ا لْب يْع  إ ل ى  نَّ الْب ر  : ث لا ث  ف يْه  لَّم  ق ال  س  آل ه  و  ل يْه  و  لَّى الله  ع  أ نَّ النَّب يَّ ص 

ة ،  ض  ق ار  الْم  لٍ، و  لْب يْع  أ ج  لْب يْت  لَ  ل  يْر  ل  ّ ب الشَّع  لْط  الْب ر  خ  و   

“Rasulullah SAW bersabda “tiga hal yang didalamnya terdapat 

keberkahan, yakni jual beli secara tangguh (murabahah), 

muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan 

tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR Ibnu 

Majah) (Antonio, 2019). 

 

آل ه   ل يْه  و  لَّى الله  ع  س وْل  الله  ص  يْ رضي الله عنه أ نَّ ر  دْر  يْدٍ الْخ  ع نْ أ ب يْ س ع 

اضٍ  ا الْب يْع  ع نْ ت ر  : إ ن مّ  لَّم  ق ال  س   و 
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Dari Abu Sa’id Al-Khuduri bahwa Rasulullah SAW bersabda 

“sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” 

(HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Ibnu 

Hibban) 

 

“pendapatan yang paling afdhal adalah hasil karya tengan 

seseorang dan jual beli yang mabrur” (HR Ahmad, Al Bazzar, 

Ath-Thabrani). (Muhammad, 2016) 

 

dari hadits diatas bahwa pembiayaan murabahah dalam 

perbankan syariah digunakan untuk membantu anggota, pembiayaan 

untuk pengadaan objek tertentu dimana anggota tidak memiliki 

kemampuan secara finansial yang cukup untuk melakukan secara 

mengangsur atau tangguh dan dilakukan dengan berdasarkan suka sama 

suka diantara kedua belah pihak. Oleh karena itu untuk menjalankan 

transaksi sesuai dengan syariat islam maka diperlukan adanya 

kesepakatan antara kedua belah pihak secara langsung. 

c. Ijma’ 

Menurut Farid (2013) mazhab empat yang terkenal yaitu Hanafi, 

Maliki, Syafi’i, dan Hambali berbeda beda pendapatnya dalam 

memandang murabahah. Pandangan tersebut antara lain: 

Pertama, Mazhab Hanafi membolehkan untuk membebankan 

biaya biaya yang secara umum dapat timbul dalam suatu transaksi jual 

beli dan tidak boleh mengambil keuntungan berdasarkan biaya-biaya 

yang semestinya ditanggung oleh si penjual. 

Kedua, mazhab maliki membolehkan adanya biaya biaya yang 

langsung dan tidak langsung yang terkait dengan transaksi jual beli 

dengan ketentuan dapat memberikan nilai tambah pada barang tersebut. 

Ketiga, mazhab Syafi’i membolehkan untuk membebankan biaya 

biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, kecuali 

biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini sudah termasuk 

dalam keuntungannya. Begitu pula dengan biaya biaya yang tidak 

menambah nilai barang tidak boleh dimasukan sebagai komponen biaya. 
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Keempat, mazhab Hambali mengatakan bahwa semua biaya yang 

langsung maupun tidak langsung dapat dibayarkan kepada pihak ketiga 

dan dapat menambah nilai barang yang dijual tersebut. 

Keempat mazhab tersebut menyepakati untuk tidak membolehkan 

pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang 

semestinya dilakukan oleh penjual maupun biaya-biaya langsung yang 

berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Di samping itu, mereka juga 

membenarkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada 

pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dikerjakan oleh pihak ketiga 

tersebut. 

 

3. Rukun dan Syarat Murabahah 

Rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukan adanya 

pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab 

dan qabul itu (Fani, 2019). 

a. Rukun murabahah 

1) Pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli 

2) Objek yang diakadkan, yaitu barang yang diperjual belikan dengan 

harga 

3) Sighat/akad, yaitu ijab dan qabul 

b. Syarat murabahah 

Menurut Maisarah (2022) syarat murabahah sebagai berikut: 

1) Pihak yang berakad harus cakap hukum dan sukarela (ridha) 

2) Objek yang diperjualbelikan tidak termasuk barang haram, merupakan 

hak milik penuh pihak yang berakad, dan sesuai dengan spesifikasi 

antara yang diserahkan penjual dan diterima pembeli 

3) Sighat atau akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik serta antara 

ijab qabul harus selaras dan transparan baik dalam spesifikasi barang 

maupun harga yang disepakati. 

Sedangkan menurut Antonio (2019) syarat murabahah meliputi 

lima poin yaitu: 



32 

 

 

1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada pembeli. 

2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 

3) Kontrak harus bebas dari riba. 

4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas 

barang sesudah pembelian. 

5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 

Secara prinsip, jika syarat dalam poin satu, empat, atau lima tidak 

dipenuhi, pembeli memiliki tiga pilihan yaitu pertama, melanjutkan 

pembelian seperti apa adanya. Kedua, kembali kepada penjual dan 

menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual. Ketiga, 

membatalkan kontrak. Oleh karena itu, jual beli secara murabahah 

tersebut hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau 

dimiliki oleh penjual pada waktu bernegosiasi atau berkontrak. 

 

4. Jenis-Jenis Pembiayaan Murabahah 

Adapun jenis jenis pembiayaan murabahah yang terbagi menjadi 

dua jenis yaitu: 

a. Murabahah berdasarkan pesanan 

Dalam Murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang 

setelah ada pemesan dan pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat 

bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang 

yang dipesannya. Murabahah yang bersifat mengikat berarti pembeli 

harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan 

pesanannya. Adapun murabahah yang bersifat tidak mengikat bahwa 

walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat 

maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut. 

 

b. Murabahah tanpa pesanan  



33 

 

 

Murabahah ini termasuk jenis murabahah yang bersifat tidak mengikat. 

Murabahah jenis ini tidak melihat ada yang pesan atau tidak, sehingga 

penyedian barang dilakukan sendiri oleh penjual. 

 

5. Skema Pembiayaan Murabahah 

Secara umum aplikasi dari murabahah dapat digambarkan dalam 

skema berikut ini. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema pembiayaan murabahah 

Sumber: Antonio, 2019 

Dari keterangan dapat disimpulkan bahwa : 

a. BMT dan Anggota melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual 

beli yang akan dilaksanakan. Negosiasi dalam hal ini meliputi jenis 

barang, kualitas barang, dan harga jual barang yang akan di beli. 

b. BMT melakukan akad jual beli (murabahah). Dimana BMT sebagai 

penjual dan Anggota sebagai pembeli. Dalam akad ini ditetapkan barang 

yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh anggota dan harga 

jual. 

c. Setelah terselesainya akad yang dilaksanakan antara BMT dan anggota 

maka BMT membeli barang dari pemasok/penjual/supplier. Pembelian 

1. Negosiasi dan persyaratan 

2. Akad jual beli 

6. bayar 

Pemasok  

atau penjual 

BMT Anggota 

3. beli barang 4. kirim 

5. terima 

barang dan 

dokumen 
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yang dilakukan oleh BMT ini sudah sesuai dengan keinginan anggota 

yang tertuang dalam akad. 

d. Pemasok mengirimkan barang kepada anggota atas perintah BMT. 

e. Anggota menerima barang dan dokumen kepemilikan barang tersebut 

dari pemasok. 

f. Setelah menerima barang dan dokumen, maka anggota melakukan 

pembayaran yang lazim dilakukan oleh anggota yaitu dengan cara 

angsuran sesuai kesepakatan dalam akad tersebut. 

 

6. Manfaat Dan Risiko Pembiayaan Murabahah 

Sesuai dengan sifat bisnis (tijarah), transaksi murabahah memiliki 

bebrapa manfaat serta risiko yang harus diantisipasi. 

a. Manfaat murabahah 

Murabahah memberi banyak manfaat kepada BMT. Salah satunya adalah 

keuntungan yang muncul pada selisih harga beli dari penjual dengan 

harga jual kepada anggota. Selain itu sistem murabahah juga sangat 

sederhana sehingga memudahkan penanganan administrasi di BMT. 

b. Risiko murabahah 

1) Default atau kelalaian yaitu anggita sengaja tidak membayar angsuran. 

2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi jika harga suatu barang dipasar 

naik setelah BMT membelikanya untuk anggota dan BMT tidak bisa 

mengubah harga beli tersebut. 

3) Penolakan anggota barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh anggota 

karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan, 

sehingga dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena 

anggota spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. 

Bila BMT telah mendatangani kontrak pembelian dengan 

penjualannya, barang tersebut akan menjadi milik BMT. Dengan 

demikian, BMT mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak 

lain. 
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4) Dijual, karena murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika 

kontrak ditandatangani, barang ini menjadi milik anggota, anggota 

bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk 

untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk default akan 

besar (Antonio, 2019). 

 

E. Pembiayaan Bermasalah 

1. Pengertian pembiayaan bermasalah 

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiyaan dimana ada 

suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang 

menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan atau diperlukan tindakan 

yuridis dalam pengembalian atau potensial loss (Nurzahrotun, 2017). 

Menurut Fani (2022) pembiayaan bermasalah adalah suatu pembiayaan 

yang mengalami kesulitan pengembalian atau pelunasan akibat adanya 

faktor-faktor dari sisi nasabah ataupun dari sisi lembaga itu sendiri sehingga 

menimbulkan kerugian. Tujuan dari setiap pembiayaan yang diberikan oleh 

lembaga keuangan adalah untuk menciptakan keuntungan yang diperoleh 

dari pembayaran hasil keuntungan dan margin. 

Mahmoeddin (2001) mengemukakan pengertian pembiayaan 

bermasalah lebih spesifik lagi, yaitu pembiayaan bermasalah adalah 

pembiayaan kurang lancar dimana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan 

yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menempati 

jadwal angsuran sehingga terjadi penunggakan, pembiayaan bermasalah 

adalah pembiayaan yang tidak menepati janji pembayaran sehingga 

memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya. 

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak 

dijumpai pengertian dari “Pengertian Bermasalah”. Begitu juga istilah Non 

Performing Financing (NPF) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah 

Non Performing Loan (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam 

peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap 

Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan 
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Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah Non Performing Financing 

(NPF) yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang 

lancar sampai dengan macet, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam 

golongan kurang lancar, diragukan, macet (Djamil, 2014).  

 

2. Penetapan Kualitas Pembiayaan Bermasalah 

Berdasarkan ketentuan pasal 9 PBI Nomor 8/21/PBI/2006 tentang 

Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 

9/9/PBI/2007 dan PBI Nomor 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai 

berdasarkan aspek-aspek : 

a. Prospek usaha 

b. Kinerja (performance) nasabah  

c. Kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan 

Penggolongan kualitas pembiayaan menurut SE BI Nomor 

31/10/UPPB tanggal 2 November 1998 ada lima kategori, yaitu: 

a. Lancar 

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai 

dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara 

teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan 

pengikatan agunan kuat. Pembayaran angsuran mendatang diperkirakan 

lancar atau sesuai jadwal atau tidak diragukan lagi. 

b. Dalam perhatian khusus 

Apabila tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai 

dengan 90 hari (3 bulan), selalu menyampaikan laporan keuangan secara 

teratur dan akuran, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan 

pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan 

perjanjian piutang yang tidak prinsipil. 

c. Kurang lancar 
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Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin 

yang telah melewati 90 hari (3 bulan) sampai dengan 180 hari (6 bulan). 

Pembiayaan yang pembayaran margin dan angsuran pokok mungkin 

akan atau sudah terganggu karena adanya perubahan yang tidak 

menguntungkan dari segi keuangan dan manajemen debitur, kebijakan 

ekonomi ataupun politik yang merugikan atau sangan tidak memadai 

agunan. Pada tahap ini belum tampak kerugian pada lembaga keuangan.  

d. Diragukan 

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin 

yang telah melewati 180 hari (6 bulan) sampai dengan 270 hari (9 bulan). 

Pembiayaan yang seluruh pinjaman mulai diragukan sehingga berpotensi 

menimbulkan kerugian pada lembaga keuangan, hanya saja belum dapat 

ditentukan besar maupun waktunya. Tindakan yang cermat dan tepat 

harus diambil untuk meminimalkan kerugian. 

e. Macet 

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin 

yang telah melewati 270 hari (9 bulan). Pembiayaan yang dinilai sudah 

tidak dapat ditagih kembali. Lembaga keuangan akan menanggung 

kerugian atas pembiayaan yang diberikan (Djamil, 2014) 

Dari kategori diatas, maka pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu pembiayaan tidak bermasalah dan pembiayaan bermasalah. 

Pembiayaan tidak bermasalah apabila termasuk dalam kategori lancar. 

Sedangkan pembiayaan dikatakan bermasalah apabila termasuk dalam 

kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. 

 

3. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah 

Pada penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank 

mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya lembaga keuangan 
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harus memperhatikan asas asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan 

prinsip syariah yang sehat.  

Apabila lembaga keuangan tidak memperhatikan asas-asas 

pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan 

timbul berbagai risiko yang harus ditanggung antara lain yaitu : 

a. Utang atau kewajiban pokok tidak dibayar 

b. Margin/bagi hasil tidak dibayar 

c. Membengkaknya pembiayaan yang dikeluarkan 

d. Turunnya kesehatan pembiayaan (Djamil, 2014). 

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan 

bermasalah yang disebabkan oleh dua faktor yaitu : 

a. Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor yang ada didalam lembaga keuangan 

itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor 

manajerial. Timbulnya kesulitan kesulitan keuangan yang disebabkan 

oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal seperti kelemahan 

dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya 

dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang 

berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.  

Apabila lembaga keuangan telah melakukan pengawasan secara 

seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan 

bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan 

itu sendiri. Kecuali apabila aktifitas pengawasan telah dilaksanakan 

dengan baik tetapi masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti 

sebab sebab pembiayaan bermasalah secara mendalam. Mungkin 

kesulitan itu disengaja oleh manajemen lembaga keuangan tersebut yang 

berarti lembaga keuangan itu telah melakukan hal-hal yang tidak jujur 

(Djamil, 2014). 

Sedangkan menurut Fani (2022) faktor internal terjadi karena 

beberapa hal antara lain: 

1) Kurang baiknya pemahaman atau analisis atas usaha nasabah/anggota 
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2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah/anggota 

3) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha 

nasabah/anggota 

4) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan 

kurang memperhitungkan aspek kompetitor 

5) Lemahnya supervisi dan monitoring 

6) Terjadi erosi mental, kondisi ini dipengaruhi oleh timbal balik antara 

nasabah/anggota dengan pejabat lembaga keuangan sehingga 

mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada 

praktik perbankan yang sehat. 

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berada diluar kekuasaan 

manajemen lembaga keuangan yaitu berasal dari pihak nasabah/anggota 

seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi 

perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan 

lain-lain. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor 

eksternal seperti bencana alam maka lembaga keuangan tidak perlu lagi 

melakukan analisis lebih lanjut. 

Sedangkan menurut Fani (2022), faktor eksternal terjadi karena 

beberapa hal antara lain: 

1) Karakter/sikap nasabah/anggota tidak amanah (tidak jujur dalam 

memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya) 

2) Kemampuan pengelolaan nasabah/anggota tidak memadai sehingga 

kalah dalam persaingan/kondisi usaha menurun 

3) Adanya kebijakan pemerintah atau putus hubungan kerja (PHK) 

4) Terjadi bencana alam. 

 

4. Penyelesaian pembiayaan bermasalah 

Strategi merupakan seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang 

spesifik yang apabila dicapai akan memberikan suatu keunggulan kompetitif 

yang diberikan. BMT dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa 
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pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar dimana anggota/nasabah 

mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas 

apabila sudah jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu 

pembiayaan nasabah/anggota mengalami kesulitan dalam membayar yang 

berkibat kerugian bagi BMT (Fani, 2019). 

Menurut Muhammad (2016), risiko yang terjadi dari peminjam 

adalah peminjaman yang tertunda atau  ketidakmampuan peminjam untuk 

membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal 

tersebut maka lembaga keuangan hasrus menganalisis penyebab 

permasalahannya yang dapat dilakukan dengan langkah langka berikut: 

1. Analisis sebab kemacetan 

a. Aspek internal, berupa: 

1) Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut 

2) Manajemen tidak baik atau kurang rapi 

3) Laporan keuangan tidak lengkap 

4) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan 

5) Perencanaan yang kurang matang 

6) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha 

tersebut. 

b. Aspek ekksternal, berupa: 

1) Aspek pasar kurang mendukung 

2) Kemampuan daya beli masyarakat kurang 

3) Kebijakan pemerintah 

4) Pengaruh lain diluar usaha 

5) Kenakalan peminjam 

2. Menggali potensi peminjam 

Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus 

dimotivasi utuk memulai kembali atau membenah dan mengantisipasi 

penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi 

yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif 

digunakan. Hal hal yang perlu diperhatikan yaitu: 
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a. Adakah peminjam memiliki kecakapan lain? 

b. Adakah peminjam memiliki usaha lain? 

c. Adakah penghasilan lain dari peminjam? 

3. Melakukan perbaikan akad (Remidial) 

4. Memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk pembiayaan 

qardhul hasan, murabahah, atau mudharabah. 

5. Penundaan pembayaran 

6. Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan 

margin baru (rescheduling) 

7. Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. 

Penyelesaian pembiayaan adalah istilah yang biasa dipergunakan 

pada kalangan lembaga keuangan terhadap upaya dan langkah langkah yang 

dilakukan dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi 

oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik namun 

mengalmi kesulitan pembayaran pokok atau kewajiban lainnya. Setiap 

terjadinya pembiayaan bermasalah maka BMT akan berupaya akan 

berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI Nomor 

139/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI Nomor 18/PBI/2008 tentang 

restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan BMT dalam 

rangka membantu nasabah/anggota agar dapat menyelesaikan 

kewajibannya, antara lain: 

1. Penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu perubahan jadwal pembayaran 

kewajiban anggota/nasabah atau jangka waktunya. 

2. Persyaratan kembali (reconditioning) yaitu perubahan sebagian atau 

seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal 

pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian 

potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban anggota/nasabah 

yang harus dibayarkan kepada BMT. 

3. Penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan persyaratan 

pembiayaan yang antara lain meliputi: 
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a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan BMT 

b. Konversi akad pembiayaan 

c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu 

d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada 

perusahaan nasabah/anggota yang dapat disertai dengan rescheduling 

atau reconditioning (Djamil, 2014). 

Menurut Djamil (2014), penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat 

ditempuh oleh BMT adalah berupa tindakan tindakan sebagai berikut: 

1. Penyelesaian oleh BMT sendiri 

Penyelesaian oleh BMT sendiri biasanya dilakukan secara 

bertahap. Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian 

pembiayaan bermasalah dilakukan BMT sendiri secara persuasif dengan 

kemungkinan: 

a. Anggota/nasabah melunasi/mengangsur kewajiban pembiayaannya 

b. Anggota/nasabah pemilik agunan menjual sendiri barang agunan 

secara sukarela 

c. Dilaksaakan penjumpaan utang (kompensasi) 

d. Dilaksanakan pengalihan utang 

e. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan 

pembeli dan penerima fidusia. 

Apabila tahap pertama tidak berhasil maka BMT melakukan 

upaya tahap kedua yaitu dengan cara melakukan tekanan psikologis 

kepada debitur berupa peringatan tertulis (somasi) dengan ancaman 

bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut akan dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

2. Penyelesaian melalui debt collector 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH perdata, pasal 1320 

tentang syarat sahnya perjanjian dan pasal 1792 tentang pemberian 

kuasa, BMT juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu debt 

collector, untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan 
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bermasalah. Tentu denagn cara-cara yang tidak melawan hukum dan 

ketentuan syariah. 

3. Penyelesaian melalui kantor lelang 

a. Penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan 

berdasarkan berdasarkan dengan janji bahwa pemegang hak 

tanggungan pertama memiliki hak untuk menjual atas kekuasaan 

sendiri objek hak tanggungan apabila debitur cidera janji (pasal 11 

ayat 2 huruf e jis, Pasal 20 ayat 1 huruf a, dan pasal 6 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan). 

b. Penjualan agunan melalui eksekusi gadai atas dasar parate eksekusi 

(pasal 1155 KUH Perdata) 

c. Penjualan benda yang tidak menjadi objek jaminan fidusia atas 

kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta 

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (pasal 29 ayat 1 

huruf b Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999). 

4. Hapus buku dan hapus tagihan 

Hapus buku adalah tindakan administratif BMT untuk menghapus 

buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar 

kewajiban nasabah/anggota, tanpa menghapus hak tagih BMT kepada 

anggota. Hapus tagih adalah tindakan BMT menghapus kewajiban 

anggota yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban anggota 

dihapuskan tidak tertagih kembali. Hapus buku dan hapus tagihan hanya 

dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan (partial write off) 

sedangkan hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian pembiayaan 

atau seluruh pembiayaan. Hapus tagih terhadap sebagian pembiayaan dan 

dapat dilakukan dalam rangka restrukrisasi pembiayaan atau dalam 

rangka penyelesaian pembiayaan. Hapus buku dan hapus tagih dapat 

dilakukan setelah BMT melakukan berbagai upaya untuk memperoleh 

kembali aktiva produktif yang diberikan (Trisdini, 2015). 

5. Penyelesaian melalui badan peradilan (Al-Qadha) 

a. Gugatan perdata melalui pengadilan agama 
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Peradilan agama sebagai salah satu badan peradilan yang 

melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan 

keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang 

orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Peradilan Agama hanya 

berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, 

wakaf, zakat, dan sebagainya, maka sekarang berdasarkan Pasal 49 

huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut menyangkut 

penyelesaian sengketa bisnis khususnya berkaitan dengan ekonomi 

syariah, tugas dan kewenangannya berada pada Pengadilan Agama. 

b. Eksekusi agunan melalui pengadilan agama/pengadilan negeri 

c. Permohonan pailit melalui pengadilan niaga 

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 tentang pailit dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang dinyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua 

atau lebih pembiayaan dan tidak membayar lunas sedikitnya satu 

utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit 

dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun 

atas permohonan satu atau lebih pembiayaannya. 

Dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tersebut ditegaskan bahwa kreditor berwenang melaksanakan tugas 

pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal 

putusan pailit diucapkan. Yang dimaksud dengan pemberesan adalah 

Penguangan aktiva perseroan yang pailit untuk membayar atau 

melunasi hutangnya.  

Hadits Nabi menjelaskan: ”siapa yang menemukan hartanya 

secara utuh ditangan orang pailit, maka ia lebih berhak atas barang itu 

daripada orang yang mempiutangi lainnya” (HR Al-Jama’ah dari 

Samurah dan Ibn Jundab). 
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F. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah 

Menurut Djamil (2014), semua jenis pembiayaan dapat dilakukan 

restrukturisasi dengan memperhatikan karakteristik masing masing bentuk 

pembiayaan. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbs 

tanggal 20 Oktober 2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum 

Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Pembiayaan dalam bentuk 

murabahah dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara: 

1. Penjadwalan kembali (rescheduing), Yaitu dilakukan dengan 

memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah 

sisa kewajiban anggota/nasabah yang harus dibayarkan kepada BMT. 

2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu dilakukan dengan menetapkan 

kembali syarat syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal 

pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan/atau pemberian potongan 

sepanjang tidak menambah sisa kewajiban anggota/nasabah yang harus 

dibayarkan BMT. 

3. Penataan kembali (restructuring), yaitu dengan melakukan konversi piutang 

murabahah sebesar sisa kewajiban anggota/nasabah menjadi ijarah 

muntahiyyah bittamlik atau mudharabah atau musyarakah. 

4.  Penataan kembali (restructuring), dengan melakukan konversi menjadi 

Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah 

5. Penataan kembali (restructuring), dengan melakukan konversi menjadi 

Penyertaan Modal Sementara 

Khusus mengenai konversi akad murabahah, fatwa DSN Nomor 

49/DSN-MUI/11/2005 antara lain menyatakan bahwa Lembaga keuangan 

Syariah boleh melakukan konversi akad murabahah bagi anggota/nasabah 

yang tidak dapat melunasi/menyelesaikan pembiayaan murabahahnya sesuai 

jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Objek murabahah dijual oleh anggota/nasabah kepada BMT dengan harga 

pasar 

2. Anggota/nasabah melunasi sisa utangnya kepada BMT dari hasil penjualan 
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3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka kelebihan itu dapat 

dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah 

dan musyarakah. 

4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang akan 

tetan menjadi utang anggota/nasabah yang cara pelunasannya disepakati 

antara BMT dan anggota/nasabah. 

 

G. Landasan Teologis 

1. Pembiayaan Bermasalah Dalam Pandangan Islam 

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa pembiayaan bermasalah 

muncul dari adanya penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh 

bank/lembaga keuangan kepada nasabah/anggota. Pembiayaan ini 

didasarkan dalam bentuk transaksi tidak tunai. Dalam perpespektif fiqh 

transaksi tidak tunai sering dibahas dalam bagian utang piutang. Maka dari 

itu, pembahasan berikut mengenai landasan utang piutang, etika utang 

piutang, dan penyelesaian utang piutang menurut hukum Islam (fiqh) 

(Djamil, 2014). 

a. Landasan Utang Piutang 

Ajaran islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan Hadits mengakui 

kemungkinan terjadinya utang piutang dalam bermuamalah. Hal tersebut 

juga telah diatur oleh Al-Qur’an dan hadits sebagai berikut : 

1) QS Al Baqarah ayat 282 

َٰٓ أ   ا۟ إ ذ ا ت د اي نت م ب د يْنٍ إ ل ىَٰ ن وَٰٓ ام  ين  ء  ا ٱلَّذ  أ يُّه 
َٰٓ ى ف ٱكْت ب وه  ي َٰ س مًّ لٍ مُّ ...... ج   

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 

kamu menuliskannya ....... ”  

2) QS Al Baqarah ayat 283 

ن   ه َٰ د وا۟ ك ات باً ف ر  ل مْ ت ج  إ ن ك نت مْ ع ل ىَٰ س ف رٍ و  ة  مَّ و  قْب وض   

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang .....” 
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3) Hadits Al Bukhari dan muslim 

“dari Aisyah menyatakan bahwa: Rasulullah SAW membeli 

makanan dari seorang yahudi dengan menjadikan baju 

besinya sebagai barang jaminan” (HR Bukhari dan Muslim). 

 

Berdasarkan ketentuan dari ayat dan hadits diatas, maka dapat 

ditarik kesimpulan yaitu transaksi dengan pembayaran tidak tunai atau 

utang diakomodir dalam islam. Tentu dengan memperhatikan beberapa 

syarat diantaranya mencatat semua kegiatan utang piutang sesuai dengan 

ketentuan yang ada, dihadirkannya saksi-saksi dan terdapat barang 

sebagai jaminan. Untuk menghindari kerugian maka prosedur yang telah 

disebutkan tadi sangat perlu untuk dilakukan oleh pihak-pihak yang 

berakad (Djamil, 2014). 

b. Etika Utang Piutang 

Dalam islam kita diajarkan beberapa etika ketika melakukan 

utang piutang diantara sesama manusia. Beberapa prinsip etika utang 

piutang tersebut antara lain: 

1) Menepati Janji 

Apabila telah terikat perjanjian utang piutang maka wajib 

bagi pihak yang berhutang untuk membayarkan kembali apa yang 

telah ia pinjam. Karena sesungguhnya menepati janji merupakan suatu 

kewajiban dan setiap manusia bertanggungjawab dengan apa yang 

dijanjikannya. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat 

Al-Isra’ ayat 34 

سْـُٔوْلًَ  ا وْف وْا ب الْع هْد ِۖ ا نَّ الْع هْد  ك ان  م   و 

“..... dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta 

pertanggungjawabannya” 
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Menepati janji atau amanah merupakan suatu kewajiban bagi 

setiap orang, terlebih jika orang tersebut telah diberikan kepercayaan. 

Karena sesungguhnya setiap janji atau amanah pasti akan dimintai 

pertanggungjawabannya dan termasuk orang-orang yang tidak 

beriman yang tidak memegang amanat dan janjinya, demikian 

penjelasan menurut hukum Islam. 

2) Menyegerakan Membayar Utang 

Diwajibkan bagi orang yang memiliki utang untuk 

membayarkan utangnya sampai dengan lunas. Apabila orang tersebut 

dalam keadaan yang begitu lemah, terus bersungguh sungguh 

merupakan hal yang utama. 

Orang yang memikul beban utang wajib terus berusaha 

membereskan sangkutan-sangkutan utangnya hingga tuntas. Apabila 

dia mengalami kesempitan hingga merasa lemah membayar utangnya, 

mka adalah suatu keutaaan untuk terus bersungguh sungguh 

membayar utangnya. Rasulullah bersabda: 

“barang siapa menerima harta orang lain (sebagai utang) 

dengan niat akan membayarnya, maka Allah membayarkan 

utangnya. Dan barang siapa yang menerima harta orang lain 

(sebagai utangnya) dengan maksud hendak menindakannya 

(tidak mau membayarnya) maka Allah pun akan 

membinasakannya” (HR Bukhari) 

 

menambahkan penyelesaian atau pelunasan utang tentunya 

harus diimbangi dengan usaha sekuat tenaga. Disamping itu, jika 

merasa ditimpa utang-utang yang sulit dibayar, hendaknya memohon 

pertolongan Allah SWT sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW 

dalam hadits berikut ini: 

“Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad telah 

menceritakan kepada kami Sulaiman, dia berkata; telah 

menceritakan kepadaku „Amru bin Abu „Amru dia berkata; 

saya mendengar Anas bin Malik dia berkata; Nabi SAW 

mengucapkan; allahuma inni a‟uzubika minal hammi wal 

hazani wal „ajzi wal kasali waljubni walbukhli wadala‟i 

addaini wagalabati ar-rijali (Ya Allah, aku berlindung kepada-

Mu dari rasa sedih dan duka cita, lemah dan malas, pengecut 
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dan kikir dan terlilit hutang serta dikuasai musuh).” (H.R. 

Imam Bukhari) 

 

3) Melarang Menunda-nunda Pembayaran Utang 

Perbuatan menunda nunda pembayaran utang padahal dia 

mampu termasuk perbuatan yang tidak terpuji dan zalim, bahkan bisa 

dianggap sikap orang yang mengingkari janji. Sebagaimana dijelaskan 

dalam hadits berikut ini: 

“menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang mampu 

adalah suatu kezaliman.....” (HR Bukhari) 

 

“menunda nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang 

orang yang mampu menghalalkan harga diri dari pemberian 

sanksi kepadanya” (HR Nasai’, Abu Dawud, Ibn Majah, dan 

Ahmad). 

 

4) Lapang Dada Ketika Membayar Utang 

Sikap menunda-nunda, mempersulit, serta menahan hak orang 

pada saat membayar utang merupakan sikap yang tidak terpuji. 

Sebaliknya, dalam pembayaran utang kita diminta untuk bersikap 

tasamuh atau toleransi dan juga berlapang dada. 

5) Tolong Menolong dan Memberi Kemudahan  

Dalam Islam, sikap tolong-menolong dan membantu 

melepaskan kesusahan atau kesulitan orang lain, merupakan akhlak 

mulia/terpuji. Utang piutang diperbolehkan dalam islam, dengan  

penekanan memang dilakukannya utang piutang itu karena alasan 

yang mendesak dan pihak yang berutang berusaha menyegerakan 

melunasi utang tersebut. Suatu tindakan tercela apabila seseorang 

menunda-nunda pembayaran utang, padahal dirinya mampu. 

c. Prinsip Penyelesaian Utang Piutang 

Masalah utang piutang dapat diselesaikan dengan berbagai 

macam cara, diantaranya: 

1) Mengupayakan agar utang tersebut dapat diselesaikan melalui langkah 

restrukturisasi berupa penjadwalan ulang angsuran, jangka waktu 

diperpanjang, serta penghapusan buku atau tagihan sebagian atau 
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keseluruhan utang gharimin. Sesuai penjelasan yang terdapat dalam 

QS Al-Baqarah ayat 280: 

ا نْ  ةٍ ۗ و  يْس ر  ى م  ة  ا لَٰ ر  ةٍ ف ن ظ  ا نْ ك ان  ذ وْ ع سْر  يْر  لَّك مْ ا نْ ك نْت مْ ت  ت  و  دَّق وْا خ  وْن  ص  عْل م   

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka 

berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan 

menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik 

bagimu, jika kamu mengetahui.” 

 

2) Apabila pihak yang berutang atau debitur ternyata memiliki piutang 

pada pihak lain dalam waktu yang bersamaan, maka debitur dapat 

mengalihkan utangnya pada pihak lain tersebut. Dalam fikih islam 

perbuatan semacam ini diistilahkan sebagai hiwalah atau pemindahan 

hak/piutang. 

3) Cara yang selanjutnya yaitu pengalihan utang dengan jaminan. 

Artinya ada pihak lain yang dengan sukarela membantu debitur untuk 

menyelesaikan utangnya. Hal ini bisa terjadi karena antara debitur dan 

pihak yang berbaik hati ini memiliki kedekatan. 

4) Bagi orang yang berutang (debitur), apabila sudah tidak mempunyai 

harta benda dan tidak memiliki kekuatan untuk membayar utang, 

maka hakim di pengadilan bisa menyatakan debitur sebagai orang 

yang bangkrut. At-taflis adalah istilah yang digunakan untuk 

menyebut pernyataan bangkrut atau pailit. Apabila terdapat sisa harta 

dari debitur yang dinyatakan pailit maka debitur tidak berhak 

mendapatkan harta tersebut dan tidak berhak melakukan upaya 

hukum. Tanggungan yang masih dimiliki debitur akan ditutup dengan 

sisa harta tersebut. 

5) Al-hajr (Pengampunan) yaitu larangan bagi seseorang untuk 

melaksanakan akad dan bertindak hukum terhadap hartanya. Dalam 

hal ini Hakim memutuskan untuk menahan harta seseorang untuk 

keperluan pembayaran utangnya. Hal ini mirip dengan ketentuan pailit 

dalam hukum perdata. Sesuai dengan penjelasan dalam Q.S.Al-

Baqarah (2): 282 berikut ini: 
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ل يُّهٗ  ف ا نْ  لَّ ه و  ف لْي مْل لْ و  يْع  ا نْ يُّم  يْفاً ا وْ لَ  ي سْت ط  ع  قُّ س ف يْهًا ا وْ ض  يْ ع ل يْه  الْح  ك ان  الَّذ 

َۗ ب الْع دلْ    

“...jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 

lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu 

mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekannya 

dengan jujur...” 

 

6) Bagi debitur yang tidak memiliki i’tikad baik untuk menyelesaikan 

kewajibannya, maka akan diberlakukan tindakan berupa hukuman 

Ta’zir Yang mana aturan terkait ta’zir dapat dikuasakan pada aparatur 

negara, dengan tetap memperhatikan kepentingan rakyatserta tidak  

melanggar nash-nash yang pada umumnya dapat berupa eksekusi 

jaminan termasuk sandera badan. Dalam hukum islam al habsu 

merupakan istilah yang digunakan untuk penyebutan sandera badan. 

 

2. Pembiayaan Murabahah Dalam Pandangan Islam 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa murabahah adalah 

salah satu jenis jual beli atau bagian dari jual beli yang harga jualnya 

merupakan harga beli (pertama) diketahui oleh pembeli dan ditambah 

dengan keuntungan, maka dasar hukum tentang jual beli secara umum 

berlaku juga pada murabahah, baik itu dalil-dalil yang bersumber dari Al-

Qur’an maupun Al-Hadist. Adapun dalil Al-Qur’an dan hadits yang 

dijadikan dasar hukum murabahah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 

275.  

 

وا ..... بَٰ م  الرّ  رَّ ح  لَّ اللَّه  الۡب يۡع  و  ا ح   ..... و 

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba...” 

 

Maksud dari ayat diatas adalah dalam agama dilarang melakukan 

transaksi dengan jalan yang haram seperti riba dan hendaklah 

memperoleh harta dengan perniagaan (perdagangan) yang berlaku 
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berdasarkan kerelaan hati masing-masing maka hal ini diperbolehkan 

dalam Islam. Serta tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama 

yang menyebabkan kecelakaan (musibah) untuk memperolehnya, maka 

dilarang-Nya untuk berbuat demikian. Ayat diatas mengajarkan untuk 

melakukan transaksi dengan jalan perdagangan yang dihalalkan dan tidak 

melakukan riba. 

Berikut hadits Nabi yang mendukung keabsahan murabahah 

yaitu: 

ك ة : ا لْب يْع  إ ل ى  نَّ الْب ر  : ث لا ث  ف يْه  س لَّم  ق ال  آل ه  و  لَّى الله  ع ل يْه  و  لٍ، أ نَّ النَّب يَّ ص  أ ج 

يْر  ل لْب يْت  لَ  ل لْب يْع   ّ ب الشَّع  لْط  الْب ر  خ  ة ، و  ض  ق ار  الْم   و 

Rasulullah SAW bersabda “tiga hal yang didalamnya terdapat 

keberkahan, yakni jual beli secara tangguh (murabahah), 

muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan 

tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu 

Majah) (Antonio, 2019). 

 

 : س لَّم  ق ال  آل ه  و  لَّى الله  ع ل يْه  و  س وْل  الله  ص  يْ رضي الله عنه أ نَّ ر  درْ  يْدٍ الْخ  ع نْ أ ب يْ س ع 

اضٍ  ا الْب يْع  ع نْ ت ر   إ ن ّم 

Dari Abu Sa’id Al-Khuduri bahwa Rasulullah SAW bersabda 

“sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” 

(HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Ibnu 

Hibban) 

 

dari hadits diatas bahwa pembiayaan murabahah dalam 

perbankan syariah digunakan untuk membantu anggota, pembiayaan 

untuk pengadaan objek tertentu dimana anggota tidak memiliki 

kemampuan secara finansial yang cukup untuk melakukan secara 

mengangsur atau tangguh dan dilakukan dengan berdasarkan suka sama 

suka diantara kedua belah pihak. Oleh karena itu untuk menjalankan 

transaksi sesuai dengan syariat islam maka diperlukan adanya 

kesepakatan antara kedua belah pihak secara langsung (Muhammad, 

2016). 

  



 

53 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research). 

Penelitian lapangan merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan 

mengumpulkan data/informasi langsung dari tempat penelitian yaitu KSPPS 

BMT Mentari Bumi Purbalingga (Marzuki, 2005). Penelitian lapangan 

dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk bukan bilangan atau 

data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna atau 

berbentuk kategori (Juliansyah, 2014). 

Agar dapat mengamati secara keseluruhan keadaan yang terjadi di 

KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga, maka peneliti langsung ke lokasi. 

peineilitian ini leibih beirkeinaan deingan inteirpreitasi teirhadap data yang 

diteimuikan dilapangan me ilaluii peingamatan, wawancara, dan pe ineilaahan 

dokuimein. Dengan penelitian secara langsung diharapkan peneliti bisa 

mendapatkan gambaran lokasi dan mengetahui strategi yang dipakai untuk 

menangani pembiayaan bermasalah khususnya pembiayaan murabahah yang 

ada di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi pada penelitian ini pada kantor pusat KSPPS BMT Mentari 

Bumi yang terletak di Jalan Raya Panican, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten 

Purbalingga. Waktu penelitian dari bulan Juni 2023 sampai dengan bulan 

Oktober 2023. Peneliti memilih penelitian di BMT Mentari Bumi dengan 

alasan merupakan salah satu koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam 

dan pembiayaan syariah yang telah berdiri sejak tahun 1999 dan telah memiliki 

5 kantor cabang serta 1 kantor pusat atau utama yang tersebar di wilayah 

kabupaten Purbalingga.  
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KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga menjadi salah satu lembaga 

keuangan yang banyak diminati oleh masyarakat khususnya masyarakat 

Kabupaten Purbalingga untuk pengajuan pembiayaan. Sehingga jumlah 

pembiayaan murabahah yang telah disalurkan terbilang banyak dan selalu 

mengalami peningkatan setiap tahunnya, begitu pula dengan tingkat risiko 

pembiayaan bermasalahnya juga semakin meningkat. 

 

C. Sumber Data 

Suimbeir data dalam pe ineilitian adalah su ibyeik yang dari mana data dapat 

dipeiroleih. Dalam pe ineilitian ini peinuilis meingguinakan data prime ir dan data 

seikuindeir.  

1. Data primeir  

Data primeir adalah data pokok yang diambil oleih peineiliti dari hasil 

obseirvasi wawancara langsuing keipada suibjeik seibagai suimbeir informasi 

yang dicari yaitu i Peinguiruis KSPPS BMT Me intari Bu imi, Accouint Officeir 

(AO) yang beirtu igas pada produik peimbiayaan, dan ke ipala divisi pe ingawasan 

yang beirtuigas meinangani peimbiayaan beirmasalah dari se iluiruih cabang 

teirmasuik didalamnya prose is peingambil alihan jaminan.  

2. Data seikuindeir  

Data sekuindeir diambil oleih peineiliti dari dokuimein dokuimein grafis, juirnal 

peineilitian, skripsi, buikui, inteirneit, dan suimbeir lainnya yang beirhuibuingan 

deingan masalah yang seidang diteiliti dan uintuik meileingkapi data yang 

dibuituihkan nantinya. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teiknik peinguimpuilan data meiruipakan langkah u itama dalam pe ineilitian. Dalam 

peineilitian ku ialitatif te iknik peinguimpuilan data beiruipa obseirvasi, wawancara 

seicara meindalam u intuik meindapatkan data se icara langsu ing oleih suimbe ir 

informasi, dan dokuimeintasi. 
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1. Obseirvasi 

Obseirvasi meiruipakan teiknik paling awal dan meindasar seirta teiknik 

yang seiring dipakai dalam peineilitian yang dilakuikan meilaluii suiatui 

peingamatan deingan diseirtai peincatatan teirhadap keiadaan ataui peirilaku i 

objeik sasaran. Nasuition (1988) meinyatakan bahwa obse irvasi adalah dasar 

seimuia ilmui peingeitahuian, para ilmu iwan hanya dapat be ikeirja beirdasarkan 

data yaitu i fakta meingeinai du inia keinyataan yang dipe iroleih meilalu ii 

obseirvasi. Sanafiah faisal meingklasifikasikan obseirvasi meinjadi obseirvasi 

beirpartisipasi, obseirvasi yang seicara teirang teirangan dan teirsamar, dan 

obseirvasi yang tak beirstruiktuir (Suigiyono, 2018).  

Meinuiruit johnson (1975) se itiap orang dapat me ilakuikan obseirvasi, 

dari beintuik seideirhana sampai pada tingkatan obse irvasi paling komple ik. 

Meitodei obseirvasi yang digu inakan pada se itiap keigiatan peineilitian beirvariasi 

teirgantu ing pada keibuituihan dan tuijuian peineilitian (Hasanah, 2017). Dalam 

peineilitian ini peinuilis meilakuikan obseirvasi seicara langsu ing deingan tu iruin ke i 

lapangan u intuik meilihat dan meingeitahuii analisis peineirapan. 

Dalam hal ini, penulis selaku peneliti mendatangi KSPPS BMT 

Mentari Bumi Purbalingga secara langsung untuk mengamati dan mencatat 

kondisi dan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan lokasi, profil, 

manajemen pembiayaan KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga, 

pembiayaan bermasalah, dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah 

yang dilakukan di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga khususnya pada 

pembiayaan murabahah. 

2. Wawancara 

Wawancara ataui inteirvieiw adalah salah satui kaidah yang biasa 

dilakuikan dalam peineilitian beirsifat sosial. Kaidah ini diguinakan keitika 

suimbeir informasi (reispondein) dan peineiliti beirtatap muika dalam proseis 

meindapatkan informasi bagi keipeirluian data primeir. Wawancara 

meingharuiskan keiduia beilah pihak baik itui suibjeik mauipuin peineiliti uintuik 

beirteimui dan beirinteiraksi langsuing seicara aktif agar dapat meincapai tuijuian 

dan data yang didapat seicara baik dan aku irat (Rosaliza, 2015). 



56 

 

 

Wawancara digu inakan u intuik meineimuikan peirmasalahan yang haru is 

diteiliti dan meingeitahuii hal hal dari su imbeir informasi se icara leibih meindalam 

(Suigiyono, 2018). Wawancara merupakan proses komunikasi yang sangat 

menentukan dalam proses penelitian. Dengan wawancara data yang 

diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau 

pendapat secara detail. Wawancara juga dapat dikatakan alat re-cheking atau 

pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh. 

Menurut Sugiyono (2018), terdapat tiga jenis wawancara yakni 

wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur.  

a. Wawancara terstruktur 

Ketentuan pada wawancara terstruktur yaitu sebelum wawancara 

dilakukan terlebih dahulu peneliti menyusun daftar pertanyaan namun 

jawaban dari pertanyaan tersebut sudah diprediksi sebelumnya. Peneliti 

mencatat jawaban saat responden merespon pertanyaan yang diberikan. 

Pada umumnya alat yang digunakan untuk membantu proses wawancara 

terstruktur yaitu alat perekam, buku, brosur, dan alat lain yang dirasa 

mampu untuk memperlancar proses wawancara. 

b. Wawancara semi terstuktur 

Dalam wawancara semi terstruktur ini peneliti bisa lebih leluasa, artinya 

peneliti dapat dengan bebas meminta pendapat dari responden tanpa 

dibebani prediksi jawaban. Karena memang tujuan umum peneliti 

menggunakan metode ini yaitu agar bisa mendapatkan data yang luas. 

c. Wawancara tidak terstuktur 

Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas. Hal ini 

berarti bahwa pedoman wawancara yang telah disusun sistematis dan 

lengkap tidak lagi digunakan oleh peneliti. Pedoman wawancara tersebut 

hanya mencakup garis-garis besar pertanyaan yang akan diajukan. Dalam 

penggunaan wawancara jenis ini, peneliti akan lebih banyak 

medengarkan apa yang disampaikan responden karena peneliti belum 

mengetahui secara pasti data apa saja yang akan diperoleh. 
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Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menggunakan jenis 

wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ini membuat penulis harus 

terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan sebelum wawancara 

dilaksanakan. Dalam proses pengumpulan data dengan teknik wawancara, 

pihak yang diwawancarai adalah Account Officer (AO) bagian pembiayaan 

untuk mendapatkan informasi dan keterangan secara langsung mengenai 

pembiayaan murabahah, kemudian kepala divisi pengawasan pembiayaan 

untuk mendapatkan informasi dan keterangan secara langsung mengenai 

penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan anggota/nasabah KSPPS BMT 

Mentari Bumi Purbalingga. 

3. Dokuimeintasi 

Dokuimeintasi dapat diguinakan oleih peineiliti uintuik meimpeiroleih 

informasi. Dokuimein meiruipakan catatan peiristiwa yang suidah beirlalui. 

Dokuimein bisa beirbeintuik tuilisan, gambar, suirat kabar, prasasti, notuile in 

rapat, ageinda, dan seibagainya. Sifat uitama data ini tidak teirbatas pada ruiang 

dan waktui seihingga meimbeiri peiluiang keipada peineiliti uintuik meingeitahuii hal 

hal yang peirnah teirjadi di waktui silam (Rahmat, 2009) namuin dokuimeintasi 

meimeirluika validitas dokuimeintasi uintuik meingeitahuii keiabsahan dokuime in 

dan teirkadang tidak leingkap seihingga dapat meinyeisatkan peineiliti, maka 

dari itui peineiliti peirlui keipeikaan teioritik uintuik meimaknai seimuia dokuime in 

teirseibuit seihingga tidak seikeidar barang yang tidak beirmakna (Muirdiyanto, 

2020). 

Teknik dokumentasi ini digunakan penulis untuk mengetahui 

keadaan KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga. sehingga dengan teknik 

ini penulis akan mendapatkan informasi tentang  profil KSPPS BMT 

Mentari Bumi Purbalingga dan penyelesaian pembiayaan bermasalah 

khususnya dalam pembiayaan murabahah. 

 

E. Teknik Analisis data 

Analisis data teirdiri dari re iduiksi data, peinyajian data, dan pe inarikan 

keisimpuilan (veirifikasi) 
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a. Reiduiksi Data 

Komponein peirtama dalam analisis data kuialitatif adalah reiduiksi 

data. Reiduiksi data adalah meirangkuim, meimilih hal hal yang pokok, 

meinfokuiskan pada hal hal yang peinting, dicari teima dan polanya dan 

meimbuiang yang tidak peirlui (Siyoto & Ali Sodik. 2015). Dalam reiduiksi data 

peineiliti meilakuikan proseis peimilihan ataui seileiksi, peimuisatan peirhatian atau i 

peimfokuisan, peinyeideirhanaan, dan peingabstrakan dari seimuia jeinis informasi 

yang meinduikuing data peineilitian yang dipeiroleih dan dicatat seilama proseis 

peinggalian da dilapangan. Pada dasarnya dalam reiduiksi data ini peineiliti 

beiruisaha meineimuikan data yang valid seihingga keitika peineiliti meinyaksikan 

keibeinaran data yang dipeiroleih dapat dilakuikan peingeiceikan uilang deingan 

informasi yang lain dari suimbeir yang beirbeida. 

Pada tahap ini peneliti memilah data-data yang dirasa penting dan 

berkaitan dengan fokus penelitian yakni tentang penyelesaian pembiayaan 

bermasalah pada produk murabahah yang ada di KSPPS BMT Mentari 

Bumi Purbalingga. Untuk mempermudah penelitian, maka data dan 

informasi yang tidak berkaitan dengan penelitian atau tidak terpakai, harus 

dipisahkan dari data penting yang akan digunakan. Sehingga, apabila suatu 

saat data tersebut diperlukan dapat dengan mudah mendapatkannya. Namun 

apabila data tersebut sudah tidak terpakai maka harus dibuang. 

b. Peinyajian Data 

Peinyajian data meiruipakan seikuimpuilan informasi teirsuisuin yang 

meimbeiri keimuingkinan adanya peinarikan keisimpuilan (Siyoto. Ali Sodik. 

2015). Peinyajian data haruis ditata deingan baik, peineiliti peirlu i 

meingeilompokan hal hal yang seiruipa dalam kateigori ataui keilompok yang 

meinuinjuikan tipologi yang ada seisuiai deingan ruimuisan masalahnya, dalam 

peineilitian kuialitatif peinyajian data biasanya disampaikan dalam beintuik 

narasi, yang dileingkapi matriks, gambar, grafik, jaringan, bagan, tabeil, 

skeima, iluistrasi, dll. Seihingga data yang dihasilkan tampak leibih rinci, jeilas, 

dan muidah dipahami.  
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Pada tahap ini data yang dipe iroleih dikateigorisasikan be irdasarkan 

pokok peirmasalahan se ihingga dapat meimbantu i peineiliti u intuik meingeitahu ii 

huibuingan satu i data deingan data lainnya. Penulis menyajikan data pada 

penelitian ini berupa jumlah anggota/nasabah pembiayaan bermasalah di 

KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga khususnya pada pembiayaan 

murabahah. 

c. Peinarikan Keisimpu ilan 

Keisimpuilan meiruipakan tahap akhir dalam proseis analisis data, pada 

bagian ini peineiliti meinguitarakan keisimpuilan dari data data yang teilah 

dipeiroleih (Siyoto & Ali Sodik. 2015). Simpuilan peirlui diveirifikasi seilama 

peineilitian beirlangsuing agar dapat dipeirtangguingjawabkan. Makna-makna 

yang muincuil dari data haruis seilalui diuiji keibeinaran dan keiseisuiaiannya 

seihingga validitasnya teirjamin. Dalam peinarikan keisimpuilan seibaiknya 

dibuiat seicara jeilas dan mu idah dipahami se irta seisuiai deingan ru imuisan 

masalah dalam pe ineilitian yang akan diteiliti. 

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang dilakukan penulis 

adalah menyederhanakan dan terlebih dahulu memberi gambaran pada data 

yang telah didapat untuk kemudian bisa ditarik kesimpulan dengan 

mendeskripsikan penyelesaian yang digunakan oleh KSPPS BMT Mentari 

Bumi Purbalingga dalam menangani pembiayaan bermasalah pada produk 

pembiayaan murabahah. 

 

F. Teknik Pemeriksa Keabsahan Data 

Dari seibuiah data ku ialitatif yang be irhasil diku impuilkan maka 

seilanjuitnya yaitu i haru is bisa di analisa ke ibeinarannya. Dalam hal ini alat yang 

diguinakan yaitu i teiknik analisa data triangu ilasi. Meinuiruit Suigiyono triangu ilasi 

diartikan seibagai teiknik peinguimpuilan data yang be irsifat meinggabuingkan dari 

beirbagai teiknik peinguimpuilan data dan su imbe ir data yang te ilah ada. Seilanjuitnya 

meinuiruit Mathinson (1988) teiknik peinguimpuilan data deingan triangu ilasi adalah 

uintuik meingeitahuii data yang dipe iroleih conveirgeint (meiluias) oleih kareina itui 



60 

 

 

deingan meilakuikan teiknik triangu ilasi dalam peinguimpuilan data maka data yang 

dipeiroleih akan leibih konsistein dan pasti (Su igiyono 2018).  

Meinuiruit Norman K. De inkin (2009) triangu ilasi di bagi me injadi 4 

macam yaitu i triangu ilasi meitodei, triangu ilasi su imbeir, triangu ilasi peineiliti, dan 

triangu ilasi teiori. Namu in dalam peineilitian ini peineiliti hanya meingguinakan 3 

meitodei dari 4 meitodei triangu ilasi seibagaimana diseibuitkan diatas yaitu i  : 

a. Triangu ilasi meitodei yaitui dilakuikan deingan cara meimbandingkan informasi 

ataui data deingan cara yang be irbeida minimal du ia meitodei. Seibagaimana 

dikeitahuii dalam pe ineilitian ku ialitatif peineiliti meingguinakan meitodei 

wawancara, obse irvasi, dan su irveii maka dari itu i jika informasi yang 

dipeiroleih beiruipa wawancara pe irlui di u iji keibeinarannya deingan hasil 

obseirvasi. Seilain itu i, peineiliti ju iga meingguinakan informan yang be irbeida 

uintui meingeiceik keibeinaran informasi yang dipe iroleih. 

b. Trianguilasi suimbeir yaitui deingan cara meincari ataui meinggali keibeinaran dari 

informasi deingan cara meincari data yang sama de ingan su ibjeik yang beirbeida. 

Dalam triangu ilasi ini data yang dipe iroleih peirlui ditanyakan keimbali pada 

narasuimbe ir yang beirbeida deingan buikti dokuimeintasi. Tu ijuiannya gu ina 

meimbuiktikan apakah data yang didapatkan me imiliki keibeinaran yang sama 

ataui malah seibaliknya. 

c. Triangu ilasi teiori yaitu i meingeiceik keimbali teimuiannya deingan 

meimbandingkan deingan su imbeir, meitodei, dan teiori. Deingan cara 

meingajuikan beirbagai macam variasi peirtanyaan, me ingeiceiknya deingan 

beirbagai su imbeir data dan me imanfaatkan beirbagai meitodei agar peingeiceikan 

keibeinarannya data dapat dilaku ikan. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga 

1. Sejarah berdirinya KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga 

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul 

Maal Wa Tamwil (BMT) Mentari Bumi Purbalingga awalnya digagas, 

dirintis dan pendiriannya dimonitori oleh bapak H. Aman Waliyudin, S.E., 

M.Si. yang pada waktu itu menjabat sebagai kepala desa Senon kecamatan 

Kemangkon Kabupaten Purbalingga. Gagasan pendirian BMT Mentari 

Bumi ini mendapatkan dukungan dari sanak saudara beliau yaitu dari Ir. H. 

Sugeng Suyatno M.P. yang saat itu menjadi pengelola BMT Jujur di 

Kejobong yang merupakan program P3T (Program Penanggulangan 

Pengangguran Tenaga Kerja Terampil) kerja sama antara Departemen 

tenaga kerja (depnaker) dan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk) Pusat. 

Ide dari gagasan tersebut dimatangkan oleh tim yang terdiri dari 4 

orang yaitu Bapak H. Aman Waliyudin S.E., M.Si., Bapak Ir. H. Sugeng 

Suyatno M.P., Bapak H. Khasan Sumargo S.Pd., dan Bapak Edi Sungkowo 

S.Pd., M.Pd. yang menghasilkan nama Mentari Bumi. Pada saat itu sangat 

tidak mudah untuk mengajak bergabung dalam pendirian BMT yaitu dengan 

menyerahkan setoran pokok sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). 

Simpanan pokok pendiri ada yang dibayar sekaligus ada juga yang diangsur, 

pada tahap awal terkumpul sebesar Rp 7.500.00,- (tujuh juta lima ratus ribu 

rupiah). 

Secara resmi KSPPS BMT Mentari Bumi didirikan pada tanggal 17 

Januari 1999 yang merupakan hasil  rapat 27 orang pendiri dengan dihadiri 

oleh Bapak Ir. H. Soekarno Prasojo dari ICMI (Ikatan cendekiawan Muslim 

Indonesia) dan Bapak hadi susanto dari pinbuk. Lalu mendapatkan 

pengesahan dari Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah 

Nomor 019/BH/KDK.11.17/IX/1999 pada tanggal 15 September 1999. 

Perubahan anggaran dasar pada tanggal 2 Maret 2002 dan mendapatkan 
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pengesahan dari Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil 

Menengah Nomor 01/PAD/KDK.11-17/VII/2003 pada tanggal 11 Agustus 

2003. Dan perubahan anggaran dasar terakhir pada tanggal 16 Agustus 2018 

KSU BMT Mentari Bumi berubah menjadi KSPPS BMT Mentari Bumi 

dengan pengesahan dari kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengan Nomor 000734/PAD/M.KUKM.2/VIII/2008. 

KSPPS BMT Mentari Bumi memiliki 5 kantor cabang dan 1 kantor 

pusat yang meliputi : 

a. Kantor Pusat terletak di Jalan Raya Panican No 101 kecamatan 

kemangkon. Telp (0281) 6591552 

b. Kantor Cabang Kutawis terletak di Jalan Raya Kutawis Kecamatan 

Bukateja. Telp (0286) 5211012 

c. Kantor Cabang Padamara terletak di Jalan Raya Padamara – Purbalingga. 

Telp. (0281) 6598545 

d. Kantor Cabang Kaligondang terletak di Jalan Raya Sinduraja-

Kaligondang, Purbalingga Telp (0281) 6591233 

e. Kantor Cabang Segamas terletak di Jalan Gerilya Barat, Purbalingga 

f. Kantor Cabang Mrebet terletak di Jalan Raya Purbalingga-Bobotsari, 

Mrebet Telp (0281)8901710 

 

2. Visi dan Misi KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga 

a. Visi  

Membangun kebersamaan umat demi terbangunnya kekuatan ekonomi 

melalui kesadaran untuk bertransaksi dengan prinsip syariah. 

b. Misi 

1) Sebagai agen pembangunan, yaitu pengembangan perekonomian 

pedesaan agar dapat mendorong perekonomian yang berkembang dan 

kondusif, 

2) Sebagai alternatif pilihan masyarakat dala penyediaan jasa keuangan 

dengan prinsip bagi hasil dan jual beli dengan tidak menggunakan 

bunga sebagai alat pendapatan, 
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3) Mengembangkan kegiatan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi 

usaha mikro, kecil, dan menengah, 

4) Menggalakan kegiatan gemar menabung atau menyimpan dikalangan 

UMKM untuk kesejahteraan di hari tua. Menciptakan kemitraan 

dalam bermuamalah yang amanah, jujur, transparan dan profesional. 

 

3. Prestasi KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga 

- Sebagai Koperasi Terbaik I Tingkat Kabupaten purbalingga tahun 2008, 

untuk Kategori Koperasi non Fungsional  

- Sebagai Nominator (tiga besar) BSM-UMKM Award Tahun 2008, untuk 

Kategori KJKS & BMT.  

- Sebagai Koperasi Berprestasi Peringkat II Tingkat Kabupaten 

Purbalingga Tahun 2016  

- Sebagai Koperasi Berprestasi Peringkat I Tingkat Kabupaten Purbalingga 

(Pola Syariah) Tahun 2017 

 

4. Struktur Organisasi KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga 

Kemampuan dalam perusahaan merupakan suatu perwujudan dari 

organisasi itu sendiri dengan didukung oleh para pegawai dan pimpinan, 

dengan adanya struktur organisasi maka masing masing bagian menjadi 

lebih bertanggung jawab dan lebih efektif dan efisien atas jabatan yang di 

embannya. Adapun daftar susunan pengurus, pengawas, dan pengawas 

syariah KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga periode tahun 2019-2023 

adalah sebagai berikut : 

Ketua   : H. Aman Waliyudin, S.E,. M.Si 

Sekretaris  : H. Khasan Sumargo, S.Pd 

Bendahara  : Herman Sulistiyono, S. Pd 

 

Pengawas 

Ketua   : Hari prasityo, S.H 

Anggota  : Yekti widodo, S.Pd dan Firmansyah aji putra, S.Pd 
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Pengawas syariah  

Ketua   : H. Supriyono, S.Ag 

Anggota  : Prayoga alda uthama, S.Ikom 

 

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi 

Sumber : KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga 

 

5. Sumber Daya Manusia (SDM) atau kepegawaian 

Dalam melaksanakan proses kerjanya, sumber daya manusia (SDM) 

atau kepegawaian KSPPS BMT Mentari Bumi terdiri dari pengurus, 

pengawas, dan pengelola. Pengurus bertanggungjawab dengan tim 

pengawas dalam mengawasi proses kerja KSPPS BMT Mentari Bumi. 

Untuk tenaga kerja pengelola sebagian besar berasal dari masyarakat 

disekitar lokasi perusahaan. Sistem kerja yang berlaku adalah sistem enam 

hari kerja yang dimulai pada hari senin sampai dengan hari sabtu. 
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Tabel 4. 1 Sistem Kerja KSPPS BMT Mentari Bumi 

Hari jam Keterangan 

Senin s/d Kamis 

07.30 – 12.00 

12.00 – 13.00 

13.00 – 16.00 

Jam kerja 

Istirahat 

Jam kerja 

jumat 

07.30 – 11.30 

11.30 – 13.00 

13.00 – 16.00 

Jam kerja 

Istirahat 

Jam kerja 

sabtu 07.30 – 12.00 Jam kerja 

minggu libur Libur 

6. Tugas bagian KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga 

Adapun tugas dan tanggung jawab bagian atau unit kerja yang terkait 

dalam KSPPS BMT Mentari bumi : 

a. Bagian customer service 

Bertugas untuk memberikan informasi tentang produk simpanan dan 

penyaluran dana kepada calon anggota termasuk persyaratan yang harus 

dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan. 

b. Bagian teller 

Teller bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan segala 

transaksi yang sifatnya tunai. Dalam hal ini teller bertanggung jawab atas 

terselesaikannya atas laporan kas harian, terjaganya keamanan kas, 

tersedianya laporan cashflow pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi. 

c. Account Officer (AO) 

Bertugas untuk menganalisa kelayakan calon anggota yag akan dibiayai 

berdasarkan prinsip 5C (Character, Capital, Capacity, Colleteral, 

Condition), aspek syariahnya, melakukan monitoring ketepatan 

pembayaran angsuran, dan ikut serta dalam melakukan pembiayaan 

bermasalah. AO terdiri dari 2 bagian yaitu : Funding Officer (FO) dan 

Lending Officer (LO). Funding Officer akan berurusan untuk mencari 

dana bagi perusahaannya. Sedangkan Lending Officer merupakan 



66 

 

 

pekerjaan yang menangani terkait dengan penyaluran dana anggota. LO 

akan berurusan untuk menyalurkan dana bagi perusahaannya. 

d. Komite Pembiayaan 

Bertugas untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan atas usulan 

pembiayaan yang diajukan oleh account officer. 

e. Legal Officer 

Bertugas untuk membuat akad pembiayaan dengan segala 

kelengkapannya termasuk pengikatan jaminan secara nitaril maupun 

tidak berdasarkan persetujuan komite pembiayaan serta 

mengadministrasikan jaminan. 

f. Satuan pengawas internal 

Bertugas untuk memastikan bahwa akad dan segala kelengkapannya 

yang disiapkan legal officer tidak terdapat kesalahan ataupun kekurangan 

sehingga siap untuk diakadkan dan direalisasikan. 

g. Support Pembiayaan 

Bertugas untuk memberikan informasi kepada account officer atas 

fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan lain yang dimiliki oleh calon 

anggota. Bagian ini juga bertugas menginput database anggota sesuai 

dengan data data yang tertuang didalam akad maupun persetujuan komite 

pembiayaan serta mendebit angsuran pembiayaan dan membuat nota 

kredit atas realisasi pembiayaan serta nota debit untuk mendebit rekening 

anggota atas biaya biaya akad maupun biaya biaya lain yang muncul 

yang berkaitan dengan pembiayaan. 

h. Accounting 

Bertugas untuk merealisasikan akad pembiayaan yang telah disetujui ke 

rekening anggota serta mendebit biaya biaya atas akad pembiayaan atau 

biaya biaya lainnya berdasarkan nota debet yang diterima dari bagian 

suport pembiayaan. 

i. Remidial 

Bertugas untuk membantu menangani pembiayaan bermasalah dari 

seluruh cabang termasuk didalamnya proses pengambil alihan jaminan. 
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7. Sasaran pelayanan (target) KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga 

Pilihan sasaran pelayanan (target) sangat penting dilakukan karena 

KSPPS BMT Mentari Bumi sudah termasuk koperasi Nasional yang 

lingkupnya provinsi sehingga langkah ini dipilih secara tepat agar dapat 

memperkecil pengeluaran dan dapat meningkatkan pendapatan unit usaha, 

oleh karena itu pemilihan pasar (target market) yang tepat merupakan 

strategi dan alat bagi peningkatan pendapatan usaha.  

Berdasarkan hal tersebut BMT mentari Bumi menetapkan prioritas 

pelayanan atas pertimbangan sebagai berikut : 

a. Berdasarkan jenis usaha 

BMT sebagai alternatif pembiayaan diupayakan dapat mempermudah 

masyarakat yang kesulitan dalam meningkatkan usahanya, maka dari itu 

KSPPS BMT mentari Bumi mempertimbangkan kepada sektor usaha 

yang menjadi prioritas adalah : 

1) Perdagangan dengan segala jenis tingkat usahanya 

2) Pertanian 

3) Peternakan  

4) Perikanan  

5) perkebunan 

6) Jasa-jasa seperti rental, fotocopy, bengkel 

b. Berdasarkan domisili anggota 

KSPPS BMT Mentari Bumi termasuk koperasi nasional dengan lingkup 

Provinsi maka untuk pembiayaan (kredit) sangat memudahkan bagi 

anggota/nasabah yang jaraknya cukup jauh namun masih dalam satu 

provinsi. 

c. Berdasarkan status anggota 

Sesuai dengan salah satu misinya yaitu Mengembangkan kegiatan 

ekonomi UMKM maka KSPPS BMT Mentari Bumi memprioritaskan 

pelayanan pada anggota dan pelaku usaha kecil serta masyarakat yang 

berekonomi menengah kebawah karena tingkat inilah yang mengalami 
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kendala akses permodalan cukup serius sehingga dana yang dikelola 

BMT dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan atau 

tambahan modal untuk usaha yang dijalankan anggota secara tepat 

sasaran. 

 

8. Anggota Yang Dilayani KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga 

Anggota yang dilayani KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga 

meliputi : 

a. Anggota pembiayaan 

Sesuai dengan prinsip dasar pemberian pembiayaan yaitu 

kepercayaan bahwa anggota memiliki kemampuan untuk mengembalikan 

pinjaman dengan aman maka KSPPS BMT Mentari Bumi memiliki 

kriteria antara lain : 

1) Calon anggota KSPPS  BMT mentari Bumi memiliki usaha atau 

penghasilan 

2) Calon anggota tidak mempunyai tunggakan hutang diluar BMT 

3) Memiliki kredibilitas yang baik, jujur, amanah, dan dapat dipercaya 

4) Memiliki etika yang baik 

Prosedur persyaratan pembiayaan yang berada di KSPPS BMT 

Mentari Bumi meliputi : 

1) Jaminan BPKB atas nama sendiri dan minimal tahun 2016 

- Fotokopi KTP suami istri 

- Fotokopi buku nikah 

- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) 

- Fotokopi BPKB 

- Fotokopi STNK 

- Bersedia diservei 

2) Jaminan sertifikat atas nama sendiri, satu tingkat (nama orang 

tua/anak) 

- Fotokopi KTP suami istri 

- Fotokopi buku nikah 
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- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) 

- Fotokopi serifikat 

- Fotokopi SPPT *Minimal 2020 

- Bersedia disurvei 

b. Anggota simpanan (tabungan) 

Untuk anggota penabung sifatnya terbuka kepada siapa saja yang ingin 

menyimpan dananya di KSPPS BMT Mentari Bumi tidak 

mempertimbangkan usia, tempat tinggal, status, dan lain lain. Serta 

KSPPS BMT Mentari Bumi tidak menfokuskan anggota yang menabung 

harus muslim, tetapi beragama lain juga dierbolehkan dengan tujuan 

menyebarkan syariat islam. Prosedur persyaratan penabung (menjadi 

anggota baru) yang berada di KSPPS BMT Mentari Bumi meliputi : 

1) Mengisi formulir permohonan menjadi anggota 

2) Fotokopi KTP 

3) Membayar setoran wajib sebesar Rp 50.000,- 

4) Membayar setoran pokok sebesar Rp 25.000,- 

5) Biaya materai 10.000. 

 

9. Produk-produk KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga 

a. Produk simpanan 

1) Simpanan sukarela (SIRELA) 

Merupakan simpanan lancar yang setoran dan penarikannya dapat 

dilakukan sewaktu waktu dengan mendapatkan bonus pada akhir 

bulan dan bebas biaya administrasi. Simpanan sukarela memiliki 

manfaat yaitu : 

- sebagai cadangan likuiditas yang penyetoran dan pengambilannya 

mudah  

- dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.  

Fitur simpanan sukarela berupa : 

- Mendapatkan bonus setiap akhir bulan 

- Dikelola dengan prinsip wadi’ah 
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- Tidak dikenakan biaya administrasi 

- Setoran awal Rp 25.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp 

10.000,- 

2) Simpanan pendidikan 

Merupakan simpanan lancar untuk persiapan melanjutkan pendidikan 

jenjang diatasnya dengan mendapatkan bonus dan bebas biaya 

administrasi. simpanan pendidikan memiliki manfaat yaitu : 

- sebagai cadangan likuiditas yang penyetoran dan pengambilannya 

mudah 

- sebagai pembelajaran untuk menabung sejak usia dini  

- melatih gaya hidup hemat 

Fitur simpanan pendidikan berupa : 

- Mendapatkan bonus setiap akhir bulan 

- Dikelola dengan prinsip wadi’ah 

- Tidak dikenakan biaya administrasi 

- Setoran awal Rp 25.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp 

10.000,- 

3) Simpanan Hari Tua/Masa Depan 

Merupakan simpanan untuk persiapan hari tua, pengambilan dana 

diambil minimal dalam jangka waktu 3 tahun. Simpanan hari tua 

memiliki manfaat yaitu : 

- mendapatkan bagi hasil yang kompetitif 

- dapat digunakan sebagai investasi 

- membuat tenang menatap masa depan 

Fitur simpanan hari tua berupa : 

- Dikelola dengan akad mudharabah (bagi hasil) 

- Tidak dikenakan biaya administrasi 

- Setoran awal Rp 100.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp 

100.000,- 

4) Simpanan berjangka (SIMKA) 
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Merupakan simpanan dengan jangka waktu tertentu yang 

mendapatkan bagi hasil setiap bulannya, dan bebas biaya administrasi. 

Simpanan berjangka memiliki manfaat yaitu : 

- mendapatkan bagi hasil yang kompetitif 

- dana dipergunakan untuk usaha yang halal 

- membantu sektor usaha kecil menengah dengan berinvestasi secara 

syariah 

- sebagai alternatif untuk investasi yang memberikan keuntungan 

kepada anggota dalam bentuk bagi hasil 

- dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan 

fitur simpanan berjangka berupa : 

- dikelola dengan akad mudharabah (bagi hasil) 

- jumlah nominal minimal Rp 5.000.000,- 

- jangka waktu : 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. 

b. Produk pembiayaan 

1) Pembiayaan Murabahah  

Pembiayaan Murabahah merupakan Perjanjian jual beli berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara penjual (KSPPS BMT Mentari 

Bumi) dengan pembeli, dimana pembeli memberikan margin 

(keuntungan) kepada penjual dan pembeli telah mengetahui harga 

perolehan sebelumnya. Untuk mendapatkan pembiayaan murabahah 

di BMT Mentari Bumi anggota harus melakukan pengajuan terlebih 

dahulu dan harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku. 

2) Pembiayaan musyarakah 

Penyediaan dana dari pihak BMT Mentari Bumi untuk memenuhi 

kebutuhan sebagian modal suatu usaha tertentu berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara pihak BMT dan penerima modal. 

Untuk mendapatkan pembiayaan mursyarakah di BMT Mentari Bumi 

anggota harus melakukan pengajuan terlebih dahulu dan harus 

memenuhi syarat-syarat yang berlaku. 

3) Pembiayaan ijarah muti jasa 
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sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan atau jasa antar pemilik 

obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa 

sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa. Pembiayaan Ijarah Multi 

Jasa merupakan pembiayaan yang disediakan untuk anggota dengan 

sesuai kebutuhan. Pembiayaan ijarah mempunyai dua kategori yaitu :  

1. Kategori konsumtif, kategori ini masuk dalam pembiayaan 

pendidikan, pembiayaan pengobatan, ataupun pembiayaan lainnya 

sesuai dengan kebutuhan anggota. 

2. Kategori produktif, kategori ini masuk dalam pembiayaan sewa 

ruko atau pembiayaan sewa lahan pertanian. 

c. Jasa lainnya 

1) Dana talangan haji  

Dana talangan haji merupakan pinjaman dana dari KSPPS BMT 

Mentari Bumi kepada anggota guna menutup kekurangan dana dalam 

memperoleh porsi/kursi haji. KSPPS BMT Mentari Bumi akan 

membantu pengurusan perolehan porsi/kursi haji anggota lewan bank 

yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Untuk melakukan pembiayaan 

dana talangan haji anggota harus melengkapi semua persyaratan. 

Persyaratan pembiayaan dana talangan haji meliputi : 

- Telah menjadi anggota KSPPS BMT Mentari Bumi 

- Mengisi formulir permohonan 

- Fotokopi KTP suami istri yang masih berlaku 

- Fotokopi KK dan buku nikah 

- Fotokopi surat vaksin 

Apabila permohonan pembiayaan talangan haji sudah disetujui maka 

anggota harus segera melengkapi persyaratan untuk pendaftaran 

ibadah haji sebagai berikut : 

- Surat keterangan sehat dari dokter (asli dan fotocopy) 

- Fotokopi KTP 3 lembar 

- Fotokopi KK 3 lembar 

- Fotokopi akta kelahiran atau buku nikah atau ijazah 3 lembar 
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- Fotokopi paspor (bagi yang sudah punya) 1 lembar 

- Foto berwarna 3x4 dan 4x6 

Prosedur pendaftaran haji : 

- Apabila permohonan dana talangan haji digandeng oleh KSPPS 

BMT Mentari Bumi, calon jamaah haji didampingi petugas dari 

KSPPS BMT Mentari Bumi melakukan pembukuan tabungan haji 

di perbankan syariah sekaligus pendaftaran ke kantor Kementrian 

Agama dengan membawa persyaratan pendaftaran haji tanpa 

perwakilan 

- Setelah terdaftar di Kementrian Agama, calon jamaah haji akan 

mendapatkan nomor porsi haji 

- Bukti setoran awal BPIH (asli) tersebut akan disimpan oleh BMT 

Mentari Bumi, dan akan dikembalikan pada saat calon jamaah haji 

melunasi pembiayaan haji di KSPPS BMT Mentari Bumi. 

2) Pembayaran listrik 

3) Pembayaran PDAM 

 

B. Mekanisme Transaksi Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Mentari 

Bumi Purbalingga 

Pembiayaan murabahah merupakan suatu produk yang diminati oleh 

anggota KSPPS BMT Mentari Bumi, karena dapat dilihat dari jumlah anggota 

pembiayaan dan wawancara dengan karyawan/pegawai KSPPS BMT Mentari 

Bumi sebagian besar atau 50% pembiayaan paling banyak pada anggota 

pembiayaan produk murabahah. Asumsi dari anggota juga menganggap bahwa 

pembiayaan murabahah mudah dipahami dan karena pembiayaan itu juga yang 

banyak dibutuhkan oleh anggota KSPPS BMT Mentari Bumi. 

Berdasarkan hasil wawancara dan survei lapangan peneliti pada pihak 

KSPPS BMT Mentari Bumi yaitu kepada Account Officer (AO)/marketing 

yaitu Mas Deni, Adapun mekanisme transaksi pembiayaan murabahah di 

KSPPS BMT mentari Bumi adalah sebagai berikut : 
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1. Anggota yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan murabahah ke 

bagian Marketing (Account Officer) dengan menghubungi AO bagian 

penyaluran dana atau bisa berkunjung langsung ke BMT. Lalu AO akan 

melakukan kontak dengan calon anggota untuk mengadakan pengumpulan 

data usaha serta peninjauan terhadap agunan yang kan diberikan oleh calon 

anggota dan melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang 

akan dilaksanakan. Negosiasi dalam hal ini meliputi jenis barang, kualitas 

barang, dan harga jual barang yang akan di beli. 

2. Setelah itu Account Officer (AO) akan menganalisis calon anggota 

pembiayaan murabahah sesuai dengan prinsip 5C yaitu : Character 

(karakter), Capacity (kapasitas/kemampuan), capital (modal), collateral 

(jaminan), condition (keadaan usaha) dilihat dari penghasilan yang 

diperoleh oleh pihak anggota kira-kira sanggup tidak untuk membayar 

angsuran tersebut. 

3. Lalu data tersebut kemudian dianalisis oleh AO dan hasil analisis tersebut 

akan diajukan ke komite pembiayaan dan pimpinan untuk memperoleh 

persetujuan.  

4. Apabila disetujui maka tahapan selanjutnya adalah admin pembiayaan akan 

menginput berkas pembiayaan tersebut. 

5. Setelah itu nasabah/anggota datang ke BMT untuk menandatangani 

perjanjian akad murabahah sesuai dengan kesepakatan diperjanjian tersebut 

dan pengambilan barang yang disetujui. 

6. Biasanya BMT akan memberikan dua pilihan yaitu dari pihak BMT akan 

menyediakan barang yang akan dibeli oleh nasabah/anggota atau dilakukan 

dengan akad murabahah bil wakalah yaitu akad jual beli dimana pihak 

BMT mewakilkan pembelian produk kepada nasabah/anggota kemudian 

setelah produk tersebut di dapatkan oleh nasabah/anggota kemudian 

nasabah/anggota memberikannya kepada pihak BMT. Setelah barang 

tersebut di miliki pihak BMT dan harga dari barang tersebut jelas maka 

pihak BMT menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu 

pengembalian yang akan disepakti oleh pihak BMT dan nasabah/anggota. 
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C. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Murabahah 

di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga 

1. Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga 

Risiko dari penyaluran dana yang dilakukan bank yaitu risiko gagal 

bayar atau sering disebut sebagai pembiayaan bermasalah (Non Performing 

Financing). Adanya potensi pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari 

menurunnya kepatuhan nasabah dalam membayar angsuran. Pembiayaan 

bermasalah menurut Iswi Hariani dalam bukunya (Hariani, 2010), ialah 

pembiayaan yang tergolong pembiayaan kurang lancar, pembiayaan 

diragukan dan pembiayaan macet. Pembiayaan bermasalah merupakan 

istilah yang sudah biasa digunakan di Perbankan Indonesia, sebuah bentuk 

terjemahan dari kata Problem Loan. Istilah lain dalam bahasa Inggris yang 

biasa dipakai bagi istilah pembiayaan bermasalah adalah Non Performing 

Loan, berdasarkan pendapat ini maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan 

macet adalah bagian dari pembiayaan bermasalah. Tingkat kesehatan bank 

salah satunya diukur dari tingkat rasio kredit bermasalah (Non Performing 

Loan) atau biasa dikenal sebagai “Rasio NPL”. 

Tabel 4. 2 Tingkat Pembiayaan Bermasalah 

KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga 

Lama Tunggakan Status Kolektabilitas 

0 s/d 3 Bulan Lancar (dalam perhatian khusus) 

4 s/d 6 Bulan Kurang Lancar 

6 s/d 8 Bulan Diragukan 

> 8 Bulan Macet 

Sumber: Wawancara dengan bapak Tarmo (ketua divisi pengawasan 

pembiayaan 

 

Berdasarkan penjelasan tabel diatas, pada praktiknya di KSPPS BMT 

mentari Bumi bahwa ada tiga kategori pembiayaan yang bisa dikatakan 

sebagai pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan kolektibilitas kurang-

lancar, diragukan, dan macet. Dimana awal terjadinya pembiayaan 
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bermasalah terjadi ketika anggota/nasabah sudah tidak bisa membayar 

angsuran tersebut 3 bulan berturut-turut. 

 

2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah di KSPSS 

BMT Mentari Bumi Purbalingga 

Dalam dunia lembaga keuangan istilah pembiayaan bermasalah 

bukan hal yang baru didengar. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya 

pemberian fasilitas pembiayaan mengandung suatu risiko kemacetan. 

Sedetail apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan 

pembiayaan kemungkinan pembiayaan macet tersebut pasti dan tetap ada. 

Hal ini diakibatkan oleh adanya faktor-faktor tertentu baik dari pihak BMT 

atau dari pihak nasabah/anggota itu sendiri. 

Berdasarkan hasil wawancara dan survei lapangan peneliti pada 

pihak KSPPS BMT Mentari Bumi, jumlah anggota pembiayaan bermasalah 

pada produk murabahah hampir 50% dari jumlah anggota pembiayaan 

keseluruhan. Adapun faktor faktor yang menjadi penyebab terjadinya 

pembiayaan bermasalah yaitu : 

a. Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan itu sendiri 

yaitu KSPPS BMT mentari Bumi yang menyebabkan pembiayaan 

bermasalah itu bisa terjadi yang disebabkan karena berbagai hal yaitu : 

1) Kurang kehati-hatian dalam menganalisa  

Berdasarkan wawancara kepada Account Officer yaitu mas 

Deni menyatakan Dalam hal ini faktor internalnya yaitu Account 

Officer (AO) yang tidak teliti dalam survei kepada anggota yang 

mengajukan pembiayaan dapat disebabkan karena kurang cakap 

dalam menganalisis prinsip 5C yaitu Character (karakter), Capacity 

(kapasitas/kemampuan), capital (modal), collateral (jaminan), 

condition (keadaan usaha). Misalnya ketika salah satu dari lima 

prinsip tersebut tidak terpenuhi tetapi tetap diloloskan sehingga 

menyebabkan ketidak akurat data yang disajikan.  
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Tidak hanya itu, penyebab pembiayaan bermasalah disebabkan 

karena adanya kedekatan antara pengurus BMT dengan anggota 

sehingga menyebabkan rasa tidak enak untuk merealisasikan 

pembiayaan padahal untuk analisis kelayakan pembiayaan (5C) belum 

tentu terpenuhi tetapi tetap diloloskan karena rasa tidak enak tersebut. 

Seperti yang disampaikan Djamil (2014) bahwa salah satu penyebab 

pembiayaan bermasalah disebabkan karena faktor internal yaitu 

kelemahan dalam menganalisis pembiayaan, kelemahan dalam 

supervise pembiyaan, dan kecerobohan pengurus BMT. 

lalu Account Officer (AO) terkadang terlalu percaya pada data 

yang disajikan oleh anggota sehingga yang seharusnya terjadi tidak 

diprediksi sebelumnya atau salah dalam melakukan perhitungan 

seperti pembuatan neraca yang tidak akurat atau salah tafsir jaminan. 

2) Jangka waktu pembiayaan terlalu lama 

Dalam hal ini sebenarnya pihak BMT bermaksud untuk meringankan 

kewajiban anggota agar tidak terlalu besar dalam mengangsur, namun 

sering kali dapat membuat nasabah lalai dan melupakan kewajibannya 

dalam mengangsur. 

3) Kelalaian Account Officer dalam mengingatkan anggota bahwa sudah 

jatuh tempo 

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal dalam hal ini yaitu dari pihak anggota/nasabah 

itu sendiri yang menyebabkan pembiayaan bermasalah itu bisa terjadi 

yang disebabkan karena berbagai hal yaitu : 

1) Usaha yang menurun 

Dalam hal ini pihak anggota bermaksud untuk membayar 

pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak BMT namun anggota 

tidak mampu membayar kewajiban tersebut disebabkan karena 

pendapatan usaha sedang menurun dan tidak menentu sedangkan 

pengeluaran banyak sehingga berakibat kemacetan dalam pembayaran 

kewajiban. 
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Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota/nasabah 

pembiayaan murabahah yaitu ibu Iin Haryanti usia 35 Tahun 

pedagang sayur keliling. Dana yang dipinjamkan sebesar Rp 

12.000.000,- selama kurun waktu 36 bulan dengan angsuran Rp 

570.000,-/bulan untuk usaha dagang sayur keliling dengan jaminan 

sertifikat rumah. Adapun penyebab pembiayaan bermasalah yang 

dialami anggota/nasabah yaitu menurunnya usaha dengan kurangnya 

pembeli dan sepi sedangkan pengeluaran sehari hari banyak. Oleh 

karena itu pengeluaran dan pemasukan ibu Haryanti tidak stabil dan 

pada akhirnya tidak bisa membayar cicilan pada BMT dengan tepat 

waktu atau sesuai dengan jadwal yang ditentukan  

2) Anggota terkena PHK 

Dalam hal ini ketika melakukan akad pembiayaan anggota 

masih sedang bekerja namun ditengah pembiayaan yang belum selesai 

ternyata anggota terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang 

menyebabkan hilangnya pendapatan anggota sehingga menyebabkan 

kemacetan dalam pembayaran kewajiban. 

3) Faktor alam 

Dalam hal ini anggota bermaksud ingin membayar kewajiban 

pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT namun tidak mampu 

dikarenakan pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak BMT 

mengalami berbagai hal, seperti mengalami musibah kebakaran, 

musibah kebanjiran, pandemi covid-19. Oleh sebab itu kerugian yang 

dialami anggota membuat keuangan menjadi tidak stabil dan akhirnya 

anggota tidak dapat membayar kewajiban terhadap pembiayaan yang 

diberikan BMT dengan waktu yang sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan. 

Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota/nasabah 

pembiayaan murabahah yaitu ibu Siti Kholifah usia 34 Tahun selaku 

anggota/nasabah dari tahun 2015 yang sudah mengambil pembiayaan 

murabahah di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga yang memiliki 
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usaha pemotongan ayam dan penjahit. Dimana pembiayaan pertama 

tidak mengalami kendala dalam mengembalikan, kemudian 

pembiayaan kedua dengan Dana yang dipinjamkan sebesar Rp 

80.000.000,- selama kurun waktu 36 bulan dengan angsuran Rp 

2.867.000,-/bulan untuk modal pembelian ayam pedaging. Adapun 

penyebab pembiayaan bermasalah yang dialami anggota/nasabah yaitu 

dipertengahan pembayaran angsuran terjadi pandemi covid-19 

sehingga mengalami kerugian dalam usahanya karena kurangnya daya 

beli sehingga mengurangi pendapatan yang mereka peroleh dan pada 

akhirnya tidak bisa membayar cicilan pada BMT dengan tepat waktu 

atau sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 

 

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah di 

KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga  

Berdasarkan hasil wawancara dan survei lapangan peneliti dengan 

pihak KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga yaitu bapak Tarmo selaku 

kepala divisi pengawasan pembiayaan pada tanggal 05 Agustus 2023 dan 16 

September 2023, dapat disimpulkan bahwa cara untuk melakukan 

penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KSPPS 

BMT Mentari Bumi Purbalingga dapat dilakukan sebagai berikut : 

a. Pendekatan secara kekeluargaan 

Langkah yang dilakukan dalam pendekatan kekeluargaan ini yaitu 

mengunjungi anggota/nasabah secara rutin untuk menjalin silaturahmi 

dengan anggota/nasabah agar hubungan anggota/nasabah dengan pihak 

BMT mejadi lebih erat layaknya keluarga serta juga mengingatkan 

mengenai pembayaran angsuran masuk jatuh tempo atau dengan 

melakukan Bycall dalam kurun waktu 3 hari sebelum jatuh tempo dengan 

tujuan yaitu mengingatkan kepada anggota/nasabah bahwa pembayaran 

pembiayaan akan memasuki waktu jatuh tempo.  

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sawinah umur 49 tahun 

dengan pembiayaan sebesar Rp 50.000.000,- dalam kurun waktu 36 
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bulan dengan angsuran Rp 2.139.000,-/bulan untuk modal usaha puyuh 

dan tambahan pembelian tanah. Tidak pernah mengalami pembiayaan 

bermasalah karena setiap bulan rutin dikunjungi oleh Account Officer dan 

tidak ada kendala dalam usahanya sehingga pembayaran angsuran selalu 

lancar 

Apabila anggota/nasabah telat membayar dalam kurun waktu 1 

bulan maka harus segera dilunasi pada bulan kedua dengan pembayaran 

angsuran 2 kali. Begitu seterusnya hingga maksimal 3 bulan. Seperti 

pada wawancara kepada ibu Iin Haryanti usia 35 Tahun pedagang sayur 

keliling. Dana yang dipinjamkan sebesar Rp 12.000.000,- selama 36 

bulan dengan angsuran Rp 570.000,-/bulan dengan jamninan sertifikat 

rumah. Penyebabnya yaitu usaha jualan sayur yang sedang menurun 

sehingga dalam pembayaran angsuran sedikit terlambat atau tidak sesuai 

dengan jatuh tempo tetapi tidak melebihi 3 bulan sehingga mudah 

diselesaikan dan belum masuk kolektabilitas 2. 

b. Pemberian surat peringatan/teguran 

Apabila anggota/nasabah mulai mengalami pembiayaan bermasalah 

maka akan dilakukan penagihan secara langsung dan rutin dengan 

mengunjungi kerumah dengan memberikan surat peringatan 1 sampai 2. 

Tetapi jika tidak bisa melunasi maka akan diberikan surat peringatan 3 

hingga bisa melunasi pembiayaan. 

1) Surat Peringatan 1 (SP 1) 

Diberikan kepada anggota/nasabah yang sudah masuk 

kolektabilitas kurang lancar yaitu telat membayar angsuran selama 3 

bulan. Maka pada bulan ke 4 Account Officer mengunjungi rumah 

Anggota/nasabah dengan memberikan SP 1. Langkah ini bertujuan 

untuk memperingatkan nasabah untuk segera menyelesaikan 

kewajiban angsuran pembiayaan agar tidak berlarut-larut. 

Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota/nasabah 

pembiayaan murabahah yaitu ibu Siti Kholifah usia 34 Tahun dengan 

Dana yang dipinjamkan sebesar Rp 80.000.000,- selama kurun waktu 
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36 bulan dengan angsuran Rp 2.867.000,-/bulan untuk modal 

pembelian ayam pedaging. Adapun penyebab pembiayaan bermasalah 

yang dialami anggota/nasabah yaitu telat membayar angsuran hingga 

4 bulan sehingga mendapatkan SP 1 dengan sebab karena pandemi 

covid 19. Tetapi setelah diberikannya SP 1 Ibu Siti Kholifah langsung 

melunasi kekurangan pembiayaan tersebut sehingga tidak berlarut-

larut. 

2) Surat Peringatan 2 (SP 2) 

Diberikan kepada anggota/nasabah apabila tidak ada tanggapan 

setelah SP 1 dikirim. Tujuannya yaitu masih sama yaitu 

memperingatkan anggota/nasabah untuk segera menyelesaikan 

kewajiban angsurannya kepada pihak BMT. SP 2 ini diberikan kepada 

anggota/nasabah yang telat membayar angsuran selama 5 bulan. 

3) Surat Peringatan 3 (SP 3) 

Diberikan kepada anggota/nasabah apabila tidak ada tanggapan 

setelah SP 2 dikirim untuk mengingatkan anggota/nasabah bahwa 

pembiayaan telah menunggak selama 6 bulan. Tujuannya yaitu masih 

sama yaitu memperingatkan anggota/nasabah untuk segera 

menyelesaikan kewajiban angsurannya kepada pihak BMT. 

c. Kunjungan pimpinan/direksi  

Apabila anggota/nasabah mulai mengalami pembiayaan bermasalah 

maka akan dilakukan kunjungan pimpinan/direksi bersama dengan 

kepala divisi pengawasan untuk melihat potensi usaha apakah 

pembiayaan tersebut masih bisa diselamatkan atau tidak. 

d. Pemanggilan 

Didalam proses pemanggilan antara pihak BMT yaitu direksi dan 

kepala divisi pengawasan dengan anggota/nasabah nantinya 

anggota/nasabah akan diberi pilihan apakah penyelesaian pembiayaan 

tersebut akan dilakukan dengan litigasi atau non litigasi. Biasanya di 

KSPPS BMT mentari Bumi nasabah/anggota akan meminta untuk tidak 

melanjutkan ke pengadilan tetapi ia akan mengusahakan dan 
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mengupayakan mencari dana untuk melunasi pembiayaan tersebut dan 

akan diberi tenggang waktu maksimal 3 bulan untuk menyelesaikan 

semua tunggakan.  

pihak KSPPS BMT Mentari Bumi juga memberikan keringanan 

dengan cara di restrukturisasi. Menurut (Djamil, 2014) pembiayaan 

dalam penyelesaian pembiayaan pada produk murabahah dapat 

dilakukan restrukturisasi dengan cara penjadwalan kembali 

(rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan 

kembali (restructuring). Namun pada KSPPS BMT Mentari Bumi 

penyelesaian dengan cara restrukturisasi hanya menggunakan 

rescheduling yaitu memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan 

murabahah yang otomatis jumlah angsuran juga akan berubah. 

Rescheduling dilakukan oleh KSPPS BMT Mentari Bumi untuk 

kondisi : 

1) Kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban masih ada 

2) Potensi usaha yang masih cukup bagus atau usaha hanya mengalami 

permasalahan cash low yang bersifat sementara 

3) Plafond pembiayaan kredit yang tidak berubah. 

Berdasarkan wawancara dengan bapak Tarmo selaku divisi 

pengawasan pembiayaan bahwa sebagian besar anggota hanya meminta 

perpanjangan jangka waktu dan perubahan jumlah angsuran untuk 

pelunasan pembiayaan murabahah dan otomatis jumlah angsuran setiap 

bulannya lebih kecil dari jumlah angsuran sebelum direstrukturisasi 

sehingga meringankan beban anggota/nasabah untuk menyelesaikan atau 

melunasi pembiayaannya. Dengan begitu terciptalah prinsip tolong 

menolong sesama manusia. 

e. Litigasi (pengadilan agama) 

Apabila setelah keempat cara tersebut tidak dapat dilakukan maka 

jalan satu satunya adalah diselesaikan dipengadilan agama. Dengan 

syarat sudah melalui proses tahapan dari awal yaitu pemberian surat 

peringatan, kunjungan, pemanggilan. Karena pada saat menggugat harus 
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runtut apakah dari Account Officer sudah mengunjungi, apakah dari 

pimpinan sudah berkunjung dan mengecek dengan cara 

didokumentasikan dan dilampirkan dalam gugatan di pengadilan agama. 

Penyelesaian secara hukum ini dilakukan oleh KSPPS BMT 

Mentari Bumi apabila anggota/nasabah sudah tidak dapat ditangani 

dengan cara apapun dan anggota/nasabah sudah menulis surat pernyataan 

bersedia menyerahkan barang jaminan secara sukarela. Jika pengadilan 

telah menetapkan sebuah keputusan yang didasarkan pada hukum yang 

berlaku maka selanjutnya sah untuk pihak BMT menyita harta kekayaan 

anggota/nasabah, untuk selanjutnya dilakukan tindakan lelang. BMT 

akan mendapat pelunasan dari hasil pelelangan tersebut. 

Dengan memperhatikan strategi diatas, dalam menangani 

pembiayaan bermasalah, pihak KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga 

menggunakan upaya penyelesaian Dimulai dengan upaya pendekatan 

kekeluargaan, pemberian teguran secara tertulis, kunjungan, pemanggilan 

dan litigasi. Dari berbagai macam upaya tersebut, KSPPS BMT Mentari 

Bumi dikatakan sudah menjalankan prosedur sesuai tinjauan syariah. Hal 

tersebut terlihat dari i’tikad baik KSPPS BMT Mentari Bumi untuk selalu 

mengedepankan upaya musyawarah lebih dulu sehingga nasabah diharapkan 

merasa lebih terbantu dan tidak terbebani. 
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BAB V 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

Penyebab pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di KSPPS 

BMT Mentari Bumi Purbalingga berasal dari pihak BMT (faktor internal) dan 

dari nasabah/anggota (faktor eksternal). Penyebab pembiayaan bermasalah 

pada faktor internal itu sendiri seperti kurang kehati-hatian Account Officer 

dalam menganalisa, jangka waktu terlalu lama, dan kelalaian Account Officer 

dalam mengingatkan anggota/nasabah bahwa sudah jatuh tempo. Sedangkan 

faktor Eksternal yaitu usaha anggota/nasabah yang menurun, anggota terkena 

PHK, dan faktor alam seperti mengalami musibah kebakaran, musibah 

kebanjiran, dan covid-19. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk 

murabahah di KSPPS BMT Mentari Bumi adalah dengan cara pendekatan 

secara kekeluargaan agar silaturahmi tetap terjalin serta agar anggota/nasabah 

tidak lalai dalam membayar angsurannya, Account Officer akan mengunjungi 

kerumah anggota/nasabah dengan diberikan surat peringatan 1,2, dan 3, 

kunjungan langsung oleh pimpinan/direksi berserta kepla divisi pengawasan 

pembiayaan untuk melihat apa yang menyebabkan kemacetan dan potensi 

usaha apakah masih bisa diselamatkan atau tidak. Jika belum juga melunasi 

maka akan ada pemanggilan ke kantor dan diberi pilihan apakah penyelesaian 

pembiayaan tersebut akan dilakukan dengan litigasi atau non litigasi dalam hal 

ini bisa diberi keringanan dengan di restrukturisasi. Pada KSPPS BMT 

Mentari Bumi Purbalingga proses restrukturisasi hanya dengan di rescheduling 

atau penjadwalan kembali dengan tujuan meringankan beban anggota/nasabah 

untuk menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya. Apabila setelah keempat 

cara tersebut tidak dapat dilakukan maka jalan satu satunya adalah diselesaikan 

dengan cara litigasi di pengadilan agama. 

 



85 

 

 

B. Saran 

1. KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga 

Diharapkan kepada KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga dalam 

menganalisis pembiayaan terutama pada produk murabahah yang sangat 

diminati oleh masyarakat banyak untuk lebih teliti lagi dan hati hati agar 

kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dihindari, serta 

setiap pembiayaan yang bermasalah dalam menangani pembiayaan 

bermasalah hendaknya selalu mengedepankan kebijakan yang profesional 

dengan cara menganalisis terlebih dahulu penyebab terjadinya pembiayaan 

bermasalah dan menggunakan asas kekeluargaan sehingga dapat menjalani 

silahturahmi yang baik terhadap anggota/nasabah. 

2. Anggota/Nasabah 

Diharapkan kepada anggota/nasabah jika ingin mengajukan pembiayaan 

maka harus memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman dan 

jangan lalai, serta hendaknya dana yang di berikan oleh pihak BMT tidak 

disalah gunakan. 

3. Bagi akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan 

sebagai acuan dalam penelitian yang akan datang selain dari jurnal, buku, 

dan referensi-referensi lain serta dapat menjadi dokumentasi perpustakaan 

khususnya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam penelitian 

berikutnya yang akan meneliti tentang pembiayaan bermasalah dengan 

objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya 

pengetahuan tentang kajian ekonomi Islam khususnya dalam lembaga 

keuangan syariah.  
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Lampiran 1 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 2 Wawancara Karyawan 

 

1. Bagaimana kondisi mengenai pembiayaan murabahah di KSPPS BMT 

Mentari Bumi? 

2. Bagaimana tahapan dalam pemberian pembiayaan murabahah kepada 

anggota? 

3. Apa yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada produk 

murabahah? 

4. Bagaimana tahapan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada 

produk murabahah? 

5. Apa saja kriteria bahwa suatu pembiayaan murabahah dikategorikan 

bermasalah? 

6. Apakah ada cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang berbeda dari 

BMT/bank syariah lainnya? (hal unik) 

7. Bagaimana cara BMT meminimalisir agar tidak terjadi pembiayaan 

murabahah yang bermasalah? 

8. Kendala apa saja yang dihadapi ketika melakukan penyelesaian 

pembiayaan bermasalah pada produk murabahah ini? 

9. Berapa jangka waktu yang diberikan dalam penanganan pembiayaan 

bermasalah pada produk murabahah? 

10. Jika jangka waktu yang ditentukan telah habis, apa yang selanjutnya 

dilakukan oleh BMT kepada anggota yang melakukan pembiayaan 

bermasalah? 

11. Apakah strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk 

murabahah dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh BMT sudah sesuai 

dengan syariat islam? 
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Lampiran 3 Wawancara Anggota/Nasabah 

1. Berapa Nominal pengajuan pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT 

mentari Bumi? 

2. Berapa jangka waktu pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT mentari 

Bumi? 

3. Apa yang menjadi jaminan untuk pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT 

mentari Bumi? 

4. Digunakan untuk pembelian apa saat pengajuan pembiayaan Murabahah di 

KSPPS BMT mentari Bumi? 

5. Apakah sempat macet atau terlambat dalam pembayaran pembiayaan 

Murabahah di KSPPS BMT mentari Bumi? 

6. Apa faktor yang menyebabkan macetnya pembiayaan Murabahah di 

KSPPS BMT mentari Bumi? 
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Lampiran 4 Dokumentasi  

1. Wawancara Karyawan 

  

 

  

 

2. Wawancara Anggota/Nasabah  
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3. KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga 
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4. Logo dan Struktur Organisasi 

 
 

 
 

5. Layanan Produk  
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Lampiran 5 Bimbingan Skripsi 
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Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal 
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Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Komprehensif 
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Lampiran 8 Sertifikat KKN 
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Lampiran 9 Sertifikat BTA PPI 
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Lampiran 10 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris 
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Lampiran 11 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab 
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Lampiran 12 Sertifikat Aplikom 
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